
PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 1111 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

RENCANARENCANARENCANARENCANA STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS (RENSTRA)(RENSTRA)(RENSTRA)(RENSTRA) KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2000-20042000-20042000-20042000-2004

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan
Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Program dan Kegiatan Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a diatas memuat kebijakan
yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Musi
Rawas;

c. bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan pokok tolok ukur
Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas;

d. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksudhuruf c dipandang perlu diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3953) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 2026, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2000-2004



Pasal 1

(1) Rencana Strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000-2004 adalah gambaran
tentang visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas untuk masa 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Strategis Kabupaten Musi Rawas disusun dengan tujuan untuk
dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di
Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang dijadikan tolok ukur terhadap kinerja
Pemerintah Daerah.

(3) Sistematika Rencana Strategis Pembangunan Daerah, disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL KABUPATEN MUSI RAWAS
BAB III ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN
BAB V STRATEGI
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdapat dalam
Naskah Rencana Strategis Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 – 2004 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan
Kabupaten Musi Rawas yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 10 Januari 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 10 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 2222 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

ANGGARANANGGARANANGGARANANGGARAN PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN DANDANDANDAN BELANJABELANJABELANJABELANJA DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3693) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1997 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 2026, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 210);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
211);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981
tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Lanhkah
Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan danh Belanja Negara;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985,
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985, tentang Petunjuk
Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987, tentang
Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 8 Tahun 2002.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 9 Tahun 2002.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten
Musi Rawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 10 Tahun 2002.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember
2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
05 Tahun 2002 tanggal 8 Februari 2002 tentang Persetujuan Atas Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2002.

3. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Rawas mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN ANGGARAN 2002.

PasalPasalPasalPasal 1111

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2002 sejumlah Rp. 312.078.363.235,- terdiri dari :

a.PENDAPATAN :
- Pendapatan................................ Rp. 312.078.363.235,-

b. BELANJA :
- Rutin......... Rp. 172.602.988.185,-
- Pembangunan Rp. 139.475.375.050,-

.................................................. Rp. 312.078.363.235,-

PasalPasalPasalPasal 2222

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :



a. Pendapatan.................................. Rp. 12.896.202.000,-
b. Belanja........................................ Rp. 12.896.202.000,-

PasalPasalPasalPasal 3333

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PasalPasalPasalPasal 4444

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 8 Februari 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 3333 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG



PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN 4444 (EMPAT)(EMPAT)(EMPAT)(EMPAT) KECAMATANKECAMATANKECAMATANKECAMATAN DALAMDALAMDALAMDALAM
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan terhadap
masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

c. bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang okok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Kecamatan.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS



MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI
RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas dibawah Kecamatan.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan masyarakat setempat
berdasarkan asakl usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam siistem
Pemerintrah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Bulangf Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) yang meliputi
Wilayah :
1. Desa Lubuk Pauh
2. Desa Kembang Tanjung
3. Desa Gunung Kembang Lama
4. Desa Gunung Kembang Baru
5. Desa Sungai BUnut
6. Desa Sungai Naik
7. Desa Mulyo Harjo
8. Desa Pangkalan Tarum Lama
9. Desa Raksa Budi
10. Desa Sadu
11. Desa Tambangan
12. Desa Pelawe
13. Desa Trimukti
14. Desa Bangun Jaya
15. Desa Suka Makmur
16. Desa Kota Baru
17. Desa Trijaya
18. Desa Mekar Jaya
19. Desa Sambatu Jaya SP I

(2) Wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah merupakan bagian Kecamatan Muara Kelingi.

(3) Dengan dibentuknnyaKecamatan Bulang Tengah Sulu Ulu (BTS Ulu) maka
Kecamatan Muara Kelingim dikurangi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
(BTS Ulu) ssebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah penduduk Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) 30.371 Jiwa.



(5) Luas Wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu (BTS Ulu) 758 Km2.

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Nibung yang meliputi Wilayah :
1. Desa Jadimulya
2. Desa Karya Makmur
3. Desa Tebing Tinggi
4. Desa Krani Jaya
5. Desa Sumber Makmur
6. Desa Mulya Jaya
7. Desa Sri Jaya Makmur
8. Desa Kelumpang Jaya
9. Desa Bumi Makmur
10. Desa Sumber Sari

(2) Wilayah Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan
bagian Kecmatan Rawas Ilir.

(3) Dengan dibentuknnya Kecamatan Nibung maka Kecamatan Rawas Ilir
dikurangi Kecamatan Niibung sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kecamatan Nibung 19.960 jiwa.

(5) Luas Wilayah Kecamatan Nibung 735,52 Km2.

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Ulu Rawas yang meliputi Wilayah :
1. Desa Kuto Tanujung
2. Desa Napal Licin.
3. Desa Sosokan
4. Desa Muara Kulam
5. Desa Muara Kuis
6. Desa Pulau Kidak
7. Desa Jangkat

(2) Wilayah Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
merupakan bagian Kecamatan Rawas Ulu.

(3) Dengan dibentuknnya Kecamatan Ulu Rawas maka Kecamatan Rawas Ulu
dikurangi Kecamatan Ulu Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Jumlah Penduduk Kecamatan Ului Rawas 9.045 jiwa.

(5) Luas Wilayah Kecamatan Ulu Rawas 1.291 Km2.

Pasal 5

2. Membentuk Kecamatan Selangit yang meliputi Wilayah :
1. Desa Selangit
2. Desa Taba Remanik
3. Desa Taba Tengah
4. Desa Taba Renah
5. Desa Prabu Menang
6. Desa Taba Gindo
7. Desa Muara Nilau



8. Desa Karang Panggung
9. Desa Batu Gane
10. Desa Napal Melintang
11. Desa Lubuk Ngin

3. Wilayah Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan
bagian Kecamatan BKL Ulu Terawas.

4. Dengan dibentuknnya Kecamatan Selangit maka Kecamatan BKL Ulu Terawas
dikurangi Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud ayat (1).

5. Jumlah Penduduk Kecamatan Selangit 15.212 jiwa.

6. Luas Wilayah Kecamatan Selangit 802 Km2.

Pasal 6

(1) Pusat Pemerintah Kecamatan BTS Ulu sebagaiman dimaksud Pasal 2 ayat (1)
berada di Desa Bangun Jaya.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)
berada di Desa Karya Makmur.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ulu Rawassebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(1) berada di Desa Muara Kulam.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Selangit sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)
berada di Desa Selangit.

(5) Status Desa Ibukota Kecamatan dirubah menjadi Kelurahan.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatn sebagimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam
peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana lampiran I, II, III dan
IV Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan
Perubahan Status Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinnyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 4444 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002



TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI IZINIZINIZINIZINMENDIRIKANMENDIRIKANMENDIRIKANMENDIRIKAN BANGUNANBANGUNANBANGUNANBANGUNAN

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam telah terbentuknnya Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah
Otonom maka dengan pOtonomi Daerah tersebut perlu mengatur pungutan
Daerah sebagai sumber Pendapatan asli Daerah yang merupakan salah satu
penunjang pembangunan Daerah;

b. bahwa dengan bertumbuh kembangnnya pembangunan diwilayah Kabupaten
Musi Rawas, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan disesuaikan dengan
rencana tata kota dengan mempertimbangkan aspek keadaan lingkunagan,
keamanan, kesehatan, keselarasan, kennyamanan dan keindahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara RI Tahun 1960 Nomor 1204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembara Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3669);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1082 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan
Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW.0703 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman
Pengolahan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bangunan adalah :

a. Setiap susunan sesuatu yang berdiri erletak diatas tanah atau tertumpu pada
batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan
yang terbatas seluruhnnya atau sebagian;

b. Suatu serambi, tangga rumah, pagar dan trotoar;
c. Suatu peralatan persediaan air bersih.

6. Bangunan campuran adalah bangunan yang terdiri dari beberapa jenis bangunan.
7. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan , membongkar, memperbaharui,

mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun
membangun.

8. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata
ruang atau lingklup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum
ditetapkan rencana perpetakkannnya yang menurut ketentuan Pemerintah
Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.

9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau
sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;

10. Merubah bangunan adalaah pekerjaan mengganti dan atau menambah
ataumengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar
yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan baru,
memperbaiki/merubag sebagian atau seluruh bangunan, dan menambah/
memperluas bangunan;

12. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukan
perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan
perpetakan sesuai dengan rencana kota;

13. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukan
perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tenah terhadap luas
tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota;

14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan
oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang
terhutang menurut peraturan retribusi;

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang emrupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayangn tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;



16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarnnya jumlah retribusi;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan
dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi
yang didafar dan menjadi identitas bagi setiapa wajib retribusi;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat
keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebuih beasr dari pada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnnya terhutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat
keputusan yang memutuskan besarnnya retribusi daerah yang terutang;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daaeraah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
adalah surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah
yang telah ditetapkan;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dibangun
atau didirikan di Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan dari Kepala Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal
2 adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Janis Bangunan

Pasal 6

Jenis Bangunan adalah :
(1) Bangunan rumah tempat tinggal dan sejenisnnya.
(2) Bangunan saranapendidikan
(3) Bangunan Tempat Usaha
(4) Bangunan Sosial
(5) Bangunan tempat industri
(6) Bangunan sarana olah raga
(7) Bangunan Perkantoran
(8) Bangunan Peternakan



(9) Bangunan budidaya wallet dan sejenisnnya
(10) Bangunan tower, menara air
(11) Bangunan pagar, teras. Lantai jemur, dermaga kapal, kolam penampungan air

limbah industri dan bangunan lainnnyayang bersifat penunjang bangunan
utama.

(12) Bangunan sarana ibadah
(13) Bangunan campuran

Bagian Kedua
Fungsi Bangunan

Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimna dimaksud dalam pasal 6 dapat digolongkan dalam
fungsi sebagai berikut :
a. Bangunan fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi dan atau

dipergunakan untuk tempat tinggal.
b. Bangunan fungsi II (dua) ) adalah bangunan yang berfungsi dan atau

dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana social, sarana olah raga dan
sejenisnnya.

c. Bangunan fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi dan atau
dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, rumah kos,
cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis.

d. Bangunan fungsi IV(empat) ) adalah bangunan yang berfungsi dan atau
dipergunakan untuk tempat industri serta bangunan lainnnya yang sejenis.

e. Bangunan fungsi V(lima) adalah bangunan yang berfungsi dan atau
dipergunakan untuk budidaya burung wallet.

f. Bangunan lain-lainnnya adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk
sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e antara lain bangunan pagar,
halaman parker, lantai jemur, teras, dermaga kapal, rumah jalan baik yang
menggunakan bahan kayu, besi, semen dan kolam penampungan air limbah
industri.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Bangunan

Pasal 8

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, b, c, d, e dan f
bangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Bangunan Non Permanen
b. Bangunan Semi Permanen
c. Bangunan Semi Permanen Bertingkat
d. Bangunan Permanen
e. Bangunan Permanen Bertingkat

Bagian Keempat
Syarat-syarat Bangunan

Pasal 9

(1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disyahkan oleh yang
berwenang.

(2) Letak dan jarak bangunan setengah x lebar jalan ditambah 4 (empat) M dari
jarak bibir siring setengah (bagian dalam pekarangan).

(3) Ketentuan jarak bangunan adalah sebagai berikut :
- Untuk jarak didepan bangunan disenjang jalan Propinsi diharuskan

berjarak dari as jalan kefondasi bangunan minimal 16 (enam belas) Meter



dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter
dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.

- Khusus untuk jarak didepan bangunan disepanjang jalan Lintas Sumatersa
diiharuskan dari as jalan ke fondasi bangunan minimal 35 (tiga puluh lima)
meter dan jarak samping kiri/kana/belakang minimal 2,5 (dua koma lima)
meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar
sempadan.

- Untuk jarak bangunan disempanjang persimpangan darijalan Propinsi dan
Jalan Kabupaten diharuskan berjarak darisiring (saluram air) ke pondasi
bangunan minimal 4 (empat) meter dan jarak samping/kirikanan/belakang
minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari sempadan.

(4) Untuk perumahan kompleks peukiman yang sifatnnya menggunakan jalan
khusus disesuaikan dengan lokasi setempat.

(5) Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.

(6) Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air
(trasraam/semenraam) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnnya 0,30
M dan lantai anak bangunan sekurang-kurangnnnya 0,15 M lebih tinggi dari
muka tanah pekarangan.

(7) Tinggi pagar tembok luar pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih
tinggi dari 1 (satu) meter, untuk ketinggian selebihnnya dibuat tembus
pandang.

(8) Untuk pekarangan yang berda dipersimpangan 3 atau 4 dianggap rawan
kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk elip.

(9) Bangunan-bangunan hendaknnya dilengkapi dengan WC yang baik dan
tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur
sekurang-kurangnnya 10 M dari lubang peresapan septitank.

(10) Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air dipekarangan
sehingga dapat mengganggu kesehatan.

(11) Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan
perangkap air.

(12) Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah
terbakar.

(13) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak
boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.

(14) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama masih dalam pelaksanaan
diwajibkan menjaga kesehatan para pekerja dan tidak mengganggu lalu lintas
serta tidak mengotori jalan umum.

(15) Pemasangan instalasi listrik dan bangunan industri harus dilaksanakan oleh
instalatir yang syah yang dikuatkan dengan Surat Pernnyataan yang disyahkan
oleh Instansi yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN



Bagian Pertama
Permohonan

Pasal 10

(1) setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh
izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

(2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud
Dallam ayat (1) harus mennyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada
Kepala Daerah.

Pasal 11

Penentuan tempat-tempat bangunan untuk budidaya Sarang Burung Walet
ditentukan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan dengan
melengkapi persyaratan sebagai berikut :

(1) Untuk Bangunan Fungsi I, II, III, IV dan bangunan-bangunan lainnnya.
a. Rekomendasi/Advis Planing yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota,

RUDK, RTRW, RDTRK dari pejabat yang berwenang.
b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
c. Photo Copy bukti hak atas tanah yang dilegalisir oleh Camat setempat.
d. Photo copy tanda lunas PBB tahun terakhir.
e. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakkukan oleh

pemohon sendiri.
f. Rekaman gambar konstruksi bangunan yang dapat dilihat dari 4 (empat)

jurusan / sudut rangkap 4 (empat).
g. Photo copy tandalunas pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
h. Suratpersetujuan antar sepadan.

(2) Untuk Bangunan Fungsi IV selain syarat tersebut ayat (1) dapat ditambah
dengan :
a. Akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar bagi yang bersetatus Badan

Hukum/Badan Usaha.
b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-

persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang berweanang. Serta garis
sepadan jalan koefisien dasar bangunan dan kofisien lawan bangunan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c. Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang
disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkan kapling untuk bangunan
yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan
industri.

d. Memiliki izin gangguan, kecuali bagi yang keberadaannnya wajib Amdal
atau yang berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.

(3) Bilamana akan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain, harus
melampirkan Photo copy surat perjanjian dan persetujuan dari pemilik tanah
(dilampiri surat Photo copy surat aslinnya) yang diketahui oleh Camat setempat.



Bagian Ketiga
Penertiban IMB

Pasal 13

(1) Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan
permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal
9,10,11 dan 12.

(2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar,permohonan diterima dan diberikan
bukti tanda terima.

(3) Setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
menetapkan besarnnya retribusi yang wajib dibayar.

(4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon wajib
membayar retribusi.

(5) Setelah melunasi retribusi, tim yang telah ditunjuk mengadakan pemeriksaan
dilapangan dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim, Kepala
Daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Bentuk dan format izin ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Izin Mendirikan Bangunan tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi
penggunaan bangunan.

BAB VI
LARANGAN DAN DANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 15

Sebelum diterbitkannnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu
pekerjaan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.

Bagian Kedua
Saknsi Administrasi

Pasal 16

(1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
a. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan.
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)yang dikeluarkan didasarkan atas

keterangan yang tidak benar.
c. Apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, maka izin

tidak berlaku lagi.

(2) Apabila pemohon akan melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemohon diwajibkan mengajukan
permohonan baru.



(3) Bangunan yang dalam pelaksanaannnya pekerjaannnya, melanggar ketentuan
sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi :
a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan.
b. Bangunan disegel.
c. Dikenakan denda.
d. Bangunan dibongkar.

(4) Terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin, tetap berkewajiban
untuk memiliki izin dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini dan dikenakanb denda sebesar 50 % dari jumlah retribusi terhutang.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 17

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas factor luas bangunan, jumlah tingkat
bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya
pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian
serta pengadaan tanda pengawasan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB wajib membayar
retribusi.

(2) Besarnnya retribusi IMB adalah sebagai berikut :
A. Bangunan Fungsi I

1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 500,- / M2

2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 750,- / M2

3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 1000,- / M2

4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 1250,- / M2

5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 1500,- / M2

B. Bangunan Fungsi II
1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 500,- / M2

2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 750,- / M2

3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 1000,- / M2

4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 1250,- / M2

5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 1500,- / M2

C. Bangunan Fungsi III
1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 1500,- / M2

2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 2000,- / M2

3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 2500,- / M2

4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 3000,- / M2

5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 3500,- / M2

D. Bangunan Fungsi IV
1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 3000,- / M2



2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 3500,- / M2

3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 4500,- / M2

4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 5500,- / M2

5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 6000,- / M2

E. Bangunan Fungsi V adalah Budidaya Walet setiap ketinggian 4 (empat)
meter dihitung 1 (satu) lantai Rp. 6000,- / M2

F. Terhadap bangunan lain yang tidak tercakup dalam bangunan fungsi I, II, III,
IV dan V dengan Klasifikasi a,b,c,d dan e dikenakan retribusi sebesar Rp.
1000,- / M2

(3) Untuk setiap pengajuan permohonan IMB, selain dikenakan biaya dimaksud
ayat (2) kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat Nomor sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(4) Untuk membantu sarana pendidikan, social, olah raga dan sejenisnnya tariff
retribusi dikalikan kofisien 0,6 %.

Pasal 20

Untuk mengubah, menambah dan merombak/renovasi Bangunan yang dikenakan
rettribusi yang besar tarifnnya sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
(3) dan (4).

Pasal 21

(1) Terhadap bangunan yang lebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan
retribusi sebagai berikut :
a. Tingkat ke II = 1,5 x tariff lantai 1

menurut fungsi bangunan
b Tingkat ke III = 2 x tariff lantai 1

menurut fungsi bangunan
c. Tingkat ke IV = 2,5 x tariff lantai 1

menurut fungsi bangunan
d. Terhadap bangunan tingkat ke V dan seterusnnya kelipatan menurut jenjang

a, b dan c.

(2) Bangunan tower, menara air setiap kelipatan tinggi 6 M dihitung satu tingkat
dan dikenakan retribusi sama dengan yang tersebut dalam huruf c ayat (2) pasal
19.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinnya maka
diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.



Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terutang maka dikeluarkan SKRDT.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk
sesuai dengan waktu yang ditentukan denganmenggunakan SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakuklan di Bank yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 diberikan tanda
bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, jenis dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29



(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinnya.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) KepalaDaerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBENTULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dlaam
penerbitannnya terdapat kesalahan tulis dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi karena kesalannnya..

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan
keteapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah
atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima
SKRD dengan memberikan alas an yang jelas.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat
permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5),
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan
pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32



(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII
TATA CARA PERHIUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dnegan
utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
retribusi selanjutnnya.

Pasal 34

b.Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisaa setelah dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 diterbitkan SKRDLB paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterimannnya permohonan pengambilan kelebihan
pembayaran retribusi.

c.Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannnya SKRDLB.

d.Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diterbitkan bukti
pemindahbukkuan yang berlkau juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36



(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denada paling bannyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang priobadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengna tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeldahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan
tindak pidana dibidnag retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada
huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannnya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi

j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikathukan dimulainnya
penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikan dan mennyampaikan hasil
penyidikannnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38



Dengan berlakunnya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur
hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinnyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 5555 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG



RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI IZINIZINIZINIZIN TEMPATTEMPATTEMPATTEMPAT USAHAUSAHAUSAHAUSAHA

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahkannnya Undnag-Undnag Nomor 34 Tahun 2000
tentanng Perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur
Retribusi Izin Tempat Usaha;

b. bahwa Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATI MUSI RAWAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

7. Perizinan Tertentu nadalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan utnuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

8. Tempat Usaha adalah ruang baik terbuka maupun tertutup untukmerlakukan
suatu kegiatanpenyimpanan pemberian jasa melakukan transaksi,
penjualan/pembelian langsung, menghasilkan sesuatu dengan tujuan mendapat
keuntungan.

9. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang
atau Badan yang memanfaatkan ruang sebagaimnana dimaksud dalam angka 8
pasal ini.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelertarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undnagan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.

12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang emrupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayangn tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnnya disebut SSRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atas
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarnnya jumlah retribusi;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan
dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

16. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi
yang didafar dan menjadi identitas bagi setiapa wajib retribusi;



17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat
keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebuih beasr dari pada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnnya terhutang;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat
keputusan yang memutuskan besarnnya retribusi daerah yang terutang;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengelola data dan atay keterangan lainnnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat tentang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkannya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
SERTA SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian izin tempat usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha ang diadakan
didaerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Tempat USaha adalah tempat usaha yang
lokasinga telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

(3) Setiap usaha diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3)
melampirkan syarat-syarat yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7



(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks luas usaha
dengan tariff Retribusi dan indeks golongan tempat usaha.
a. Kawasan Industri indek 1.
b. Kawasan Perdagangan indek 2
c. Kawasan Pariwisata indek 3
d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman indek 4

(2) Golongan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga)
tingkatan yang terdiri dari :

a. Tempat Usaha Jasa :
1. Besar : Perusahaan Real Estate, Perusahaan Alat-alat

Berat, Isolator, Instalator, Agen Perkapalan,
Show Room Kendaraan, Bioskop, Hotel, Balai
Pertemuan Milik swasta, Palwa Video, Bank
Milik Swasta, Rumah Bersalin/Klinik Swasta,
Balai Pengobatan atau usaha-usaha sejenis.

2. Menengah : Praktek Dokter, Praktek Bidang Pengacara,
Notaris, Salon Kecantikan, asuransi, Apotik,
Kantor Akuntan/Konsultan Pajak, Photo Copy,
Toko Obat, Rumah Penginapan, service
Radio/Tape/Recorder/Video, Usaha Peternakan,
Percetakan, Agen Usaha angkutan, Tempat
Pencucian Mobil, Bengkel/Sepeda/Beca dan
usaha sejenisnnya, Wartel dan Usaha Jasa yang
sejenisnnya.

3. Kecil : Tukang Pangkas Rambut, tukang Jahit dan lain-
lain sejenisnnya, Pengolahan Mie, Tauco dan
Kerupuk serta lain-lain sejenisnnya.

b. Tempat Ushaa Dagang :
1. Besar : PT, Firma, CV, Peragenan, Usaha Dagang

Perorangan serta lain-lain yang sejenisnnya.

2. Menengah : Restaurant, Toko Kelontongan, Toko Manisan,
Toko Emas, Toko Bahan Bangunan, Toko
onderdilkendaraan, Toko Variasi mobil, Toko
Pakaian Jasi Butige dan sejenisnnya, Depot
Kayu serta lain-lain yang sejenisnnya.

3. Kecil : Warung nasi/kopi, Warung Manisan dan lain-
lain yang sejenis.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNNYA TARIF

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnnya tariff Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan
pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
BESARNNYA TARIF RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI



Pasal 9

(1) Tarif Retribusi digolongklan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besarnnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Usaha Besar Rp. 50.000,-
b. Usaha Menengah Rp. 30.000,-
c. Usaha Kecil Rp. 20.000,-

(3) Besarnnya biaya administrasi 50 % dari tariff retribusi.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tariff sebagaimana dimaksud
pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat
(1) dan ayat (2).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerahtempat izin usaha diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangkja waktu yang lamannya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannnya SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatngani oleh wajib retribusi atau kuasannya.

(3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan pennyampaian SPTRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15



(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pasal 11 ditetapkan Retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau doikumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tatacara pembayaran, p enyetoran, tempat pembayaran retri9busi diatur dengan
Keputusan Kapala Daerah.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Penguranan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denada paling bannyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 37



(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang priobadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengna tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeldahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan
tindak pidana dibidnag retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada
huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannnya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi

j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikathukan
dimulainnya penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikan dan
mennyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunnya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur
hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinnyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati



Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannnya dalam Lembaran Daerah kebupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 6666 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG



PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN PERSEROANPERSEROANPERSEROANPERSEROAN TERBATASTERBATASTERBATASTERBATAS (Persero)(Persero)(Persero)(Persero)
MULTIMULTIMULTIMULTI PROPITAPROPITAPROPITAPROPITA SILAMPARISILAMPARISILAMPARISILAMPARI

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaen Musi Rawas mempunnyai Sumber Daya Alam yang
potensial yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah;

b. bahwa pada masa yang akan dating Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
berkeinginan untukmengelola dan mengembangkan Perseroan Terbatas yang
bergerak sibidang aneka usaha dan jasa;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah, dinnyatakan Daerah dapat memiliki Badan
Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan dan
pembentukannnya diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana simaksud huruf a, b dan c
tersebut diatas, perlu membentuk Perseroan Terbatas yang diatur dengan
PEraturan Daerah Kabupaten Musi rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan PEraturan Perundang-undangan dan Membentuk
Ranwangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan
RancanganKeputusan Presiden;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman
KErjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;

7. Peraturan Menteri Dal;am Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Penerintah
Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggla 7 Oktober 1981
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS
dan



BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS( Persero) MULTI PROPITA
SILAMPARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3 Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4 Dewan Perwakilan Rsakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Kabupaten Musi Rawas.
5 Perseroan Terbatas yang selanjutnnya disebut Persero adalah Badan Usaha

Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan
Peraturan Daerah.

6 Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnnya disebut RUPS adalah Organ
Perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak siserahkan kepada
Direksi atau Komisaris.

7 Komisaris adalah Pemilik Saham Perseroan terbatas (Persero) Multi Propita
Silampari.

8 Direksi adalah organ perseroan PT Multi Propita Silampari yang bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentinga dan tujuan maupun
diluar mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai
dengan Peraturan Daerah.

9 Pimpinan Unit adalah pimpinan unit dilingkungan perseroan Terbatas (Persero)
Multi Propita Silampari.

10 Badan Usaha Milik Daerah selanjuitnnya disebut BUMD adalah Badan Usaha
yang pendiuirnnya diprakarsai oleh pemerintah Daerah yang seluruh atau
sebagian besar modalnnya dimiliki oleh Daerah dan merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan;

11 Modal Daerah adak\lah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan0 baik
berwujud uang maupun barang yang dapat diniolai dengan uang seperti tanah,
bangunan, mesuin-mesin, rumah, inventaris, surat-surat berharga fasiolitas dan
hak-hak lainnya.

BABBABBABBAB IIIIIIII
NAMA,NAMA,NAMA,NAMA, PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN DANDANDANDANWAKTUWAKTUWAKTUWAKTU

PasalPasalPasalPasal 2222

1. Perseroan ini diberi nama PT (Persero) Multi Propita silampari
2. PembentukanPT Multi Propita Silampari berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. PT Multi Propita Silampari berdiri untuk jangka waktu yang tidak sitentukan.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERSEROAN TERBATAS

Pasal 3



1. Perusahaan ini memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanaan usaha-
usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

2. Untuk memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum PErseroan ini harus
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dalam Peraturan Daerah ini, terhadap
Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 2, jga mempedomani segala ketentuan
peraturan perundang-undangannyang beralaku.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DANB LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perseroan ini berkantor pusat di ibi Kota Kabupaten Musi Rawas dan Dapat
mendirikan cabang-cabang diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas yang dianggap
perlu.

Pasal 6

Perseroan ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian sertaa
menambah Sumber Paendaatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Perseroan ini bergerak dalam bidang lapangan usaha
a Jasa Konstruksi;
b Jasa Konsutasi;
c Minnyak dan Gas Bumi;
d. Perdagangan dan Indusri;

(2) Untuk bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam lingkup
dan nilai pekerjaan sebagai berikut:
a. Jasa Konstruksi, dapat menangani pekerjaan dalam berbagai sub bidang

dengan nilai pekerjaan Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah) keatas
b. Jasa Konsultasi, dapat menangani pekerjaan dengan nilai pekerjan Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas.
c. Minyak dan Gas Bumi, bergerak dalam sub bidang pekerjaan

- Eksplorasi.
- Eksploitasi.
- Pengolahan.
- Pengangkutan.
- Pemasaran.

d. Bidang usaha perdagangan dan industri, bergerak dama sub bidang
pengadaan aspal dan selanjutnnya serta pabrikasi.

(3) Dalam mengembangkan usahannya, Perseroan dapat melakukan kerjasama
dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) lainnnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
MODAL

Pasal 8

(1) Kepemilikan terbesar dari saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.

(2) PemerintahKabupaten Musi Rawas mempunnyai hak suara khusus dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

(3) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah).

(4) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
a. 60 % dari Pemerintah Kabuapten Musi Rawas.
b. 40 % dari lembaga-lemabga resmi yang bersedia menanamkan modalnnya,

yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

(5) Untuk pertama kalinnya Pemerintah Daerah telah memisahklan kekayaannnya
untuk modal perseroan ini sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(6) Perubahan penyertaan modal selanjutnnya baik perubahan, pengurangan
maupun pemindahan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 9

(1) Perseroan mempunnyai cadangan umum yang ditetapkan menurut ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perseroan ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

(3) Semua alat Likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan Cabang Lubuk
Linggau atau Bank Pemerintah lainnnya yang ditunjuk oleh RUPS.

BAB VI
DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 10

(1) Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh direksi, yang terdiri sebannyak-
bannyak 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnnya 3 (tiga) orang dengan
ketentuan salah satu dari anggota direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan
yang lainnnya sebagai Direktur.

(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

(3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama-lamannya 4(empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnnya
setelah masa jabatan tersebut berakhirnnya dngan tetap memperhatikan ayat (2).

(4) Anggota dioreksi sebelum menjalankan tugasnnya terlebih dahulu dilantik dan
diambil sumpahnnya/janjinnya oleh Kepala Daerah.

Pasal 11



Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam
pengelolaan Perseroan, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang
Perseroan yang dipimpinnnyan dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undnag-undang Dasar 1945;
4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap

kegiatan yang menghianatai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan undang-Undng Dasar 1945;

6. Mempunnyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap
Pemerintah Daerah dan tidak pernah terlibat dlam kasus tindk pidana
korupsi dan asusila;

7. Tidak dicabut hak pilihnnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunnyai kekuatan hukum pasti;

8. Sehat jasmani dan rohani.

b. Khusus :
1. Mempunnyai kepribadian dan kepemimpinan;
2. Berwibawa dan jujur;
3. Mempunnyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup

dibidang pengelolaan perusahaan.

Pasal 12

(1) Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Pimpinan
Unit diusahakan sejauh mungkin tidak boleh ada hubungan keluarga sampai
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping.

(2) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit diolarang merangkap jabatan baik dalam
maupun diluar persero.

(3) Direksi harus bertempat tinggal dalam wilayah tempat kedudukan persero.

PasalPasalPasalPasal 13131313

(1) Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun
masa jabatannnya belum berakhir karena :
a. Meninggal mdunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perseroan atau

bertentangan dngan kepentingan Daerah;
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnnya

secara wajar.
e. Apabila perusahaan mengalami kerugian berturt-turut selama 2 (dua) tahun.

(2) Khusus dal;am hak ini diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1)
huruf c, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari
tugasnnya oleh RUPS sesuai dengan usul Komisaris.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota
Direksi yang bersangkutan, Komisaries dan anggota Direksi lainnya disertai alas
an-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.



(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3)
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri

dal;am suatau siding yang khusus diadakan untuk itu oleh Komisaris dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan
tentang pemberhentian sementarannya. Jika Anggota Direksi yang
bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan
dianggap meneraima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.

b. Dalam siding itu Komisaris fmemutuskan apakah Anggota Direksi yang
bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian
sementara itu dibatalkan dan segera mennyampaikan keputusannya secara
tertulis kepada RUPS.

c. Selambat-lambatnnya 1 (satu) bulan sejak diterimannya keputusan siding
sebagaimana dimaksud huruf b RUPS mengeluarkan keputusan dan
mennyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang
bersangkutan,Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini
pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan,
maka pemberhentian sementara itumenjadi batal menurut hukum.

d. Jika siding sebagaiman dimaksud huruf b tidak diadakan oleh Komisaris
dalam satu bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan
ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) dan keputusan
pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal
menurut hukum.

e. Jika KeputusanRUPS sebagaiman dimaksud huruf c tidak dapat disetujui
Direksi yang bersangkutan maupoun Komisaris, maka pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kapada
Kepala Daerah untuk diteruskan kapada Dewan Perwakilan Daerah dengan
disertai alas an-alasannnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan
tentang pemberhentian dimaksud diterima. Mengambil keputusan terhadap
banding itu selambat-lambatnnya dalam waktu 2 (dua ) bulan sejak surat
banding diterimannya keputusan tersebut mengikat semua pihak yang
bersangkutan.

f. Apabila Kepala Daerah tidak mengambilkeputusan terhadap permohonan
banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf
a, maka Keputusan RUPS tesebut menjadi batal menurut hukum sehingga
permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

(5) Dalam hal terjadinnya kerugian persero selama 2 tahun berturut-turut
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, maka anggota direksi yang
bersangkutan dapat diberhentikan secara langung oleh DPRD dengan tidak
melalui RUPS.

PasalPasalPasalPasal 14141414

(1) Direksi mewakili9 Perseroan didalam dan diluar Pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan kakuasaan mewakili Perseroan sebagaiman
dimaksud ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk
itu, dan atau kepada seorang/beberapa orang karyawan Perseroan tersebut, baik
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan
Komisaris.

Pasal 15

(1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perseroan berdasarkan
kebijaksanaan umum yang digariskan oleh RUPS dan atau Komisaris dengan
mengikuti tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan
setentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Direksi mengurus dan bertanggung jawab terhadap kekayaan Perseroan.

(3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta
Komisaris, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan RUPS setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris.

(4) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager Karyawan
Perseroan berdasarkan ketentuan pokok-pokok Kepegawaian Perseroan.

Pasal 16

(1) Direksi memerlukan persetujan atau pemberian kuasa dari RUPS dalam hal-hal :
a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)

tahun;
b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
d. Mengadakan Investasi baru :
e. Penyertaan modal dalamPerusahaan lain ;
f. Mengadakan tidakan-tindakan lain yang dipandang perlu adannya

persetujuan atau pengesahan RUPS.

(2) Persetuan dan atau pemberian kuasa sesbagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
oleh RUPS setelah mendapatkan pertimbagan dari Komisaris.

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaiman dimaksud ayat (1),
maka segala tidakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perseroan dan
jika timbul kerugian perseroan akibat tidakan tersebut maka menjadi tanggung
jawab Direksi yang bersangkutan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada RUPS.

(2) Pelaksanaan pengawasan sehari-harri sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan oleh Komisaris yang ditetapkan RUPS.

(3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada
Direksi.

Pasal 18

Syarat-syarat Angota Komisaris :
(1) Anggota Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemegang saham.
(2) Dalam Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah

karena jabatannnya.
(3) Anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia
(4) Anggota Komisaris memiliki keahlian serta mempunnyai akhlak dan moral yang

baik.
(5) Anggota Komisaris bertempat tinggal ditempat kedudukan Perseroan.
(6) Anggot Komisaris terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang

meerugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela
dibidang Perseroan.



(7) Antara sesama Anggota Komisaris dan antara Anggota Komisaris dengan
Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping.

Pasal 19

(1) Anggota Komisaris terdiri atas sebannyak-bannyaknnya 5 (lima) orang dan
sekurang-kurangnnya 3 (tiga) orang.

(2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas secara Ex-Officio
untuk menjabat Ketua merangkap Anggota Komisaris Perseroan.

(3) Anggota Komisaris ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu dimintakan
persetujuanm DPRD untuk masa jabatan selama-lamannya 4 (empat) tahun.

(4) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Komisaris disampaikan
oleh RUPS secara lengkap kepada Bupati untukdimintakan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri kekerangan/identitas calon
Anggota Komisaris yang bersangkutan berupa :
a. Orang yang ditunjuk oleh Lembaga Pemegang Saham.
b. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman

kerja.
c. Surat Pewrnnyataan RUPS yang mennyatakan bahwa antara calon Anggota

Komisaris yang diusulkan tidak mempounnyai hubungan keluarga sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping;

d. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnnya atau calon-calon yang
diusulkan;[

e. Pas Photo ukuran 4 x6.

(5) Komisaris yag menjabat ketua merangkap Anggota Komisaris dikecualikan dari
ketentuan ayat (3) dan ayat (4).

(6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan oleh
RUPS seelambat-lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum nmasa jabatan Anggotaa
Komisaris yang lama berakhir.

(7) Ketua dan Anggota Komisaris menerima uang jasa yang besarnnya ditatapkan
oleh RUPS dan dibebankan kepada Perseroan.

Pasal 20

(1) Anggota Komisaris diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS
meskipun masa jabatannnya belum berakhir karena :
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perseroan;
d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnnya

secara wajar;
e. Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan

RUPS;

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaiman dimaksud huruf c,
Anggota Komisaris yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas
oleh RUPS.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kapada Anggota
Komisaris yang bersangkutan. Direksi dan Anggota Komisaris lainnnya disertai
las an-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.



(4) Dalam hal ini terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3)
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela

diri da;lam suatau siding yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1
(satu) bulan sejak anggota Komisaris tersebut diberhentikan tentang
pemberhentian sementarannnya. Jika Anggota Komisaris yang bersangkutan
tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap
menerima apa-apa yang telah diputuskan.

b. Dalam siding itudiputuskan apakah Anggota Komisaris yang bersangkutan
tetap diusulkan utnuk diberhentilkan ataukah pemberhentian sementara itu
dibatalkan dan segera ditetapkan keputusannnya secara tertulis oleh RUPS.

c. Selambat-lambatnnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya kepuytusan siding
tersebut dalam huruf b, RUPS mengeluarkan keputusannnya dan
menyampaikan secara tertulis kapada Anggota Komisaris lainnnya. Dalam
hal pennyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang
ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut
hukum.

(5) Jika sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu)
bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana
dimaksud ayat (3), maka usl pemberhentian sementara untuk Komisaris yang
bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

(6) Jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c tidak dapat
disetujui oleh Komisaris yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Bupati untuk diteruskan
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu
2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang Keputusan dimaksud
diterimannnya. Apabila Bup[ati dan Dewan PErwakilan Rakyat Daerah tidak
mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu
yangditetaspkan dalam huruf a ayat (4), maka Keputusan RUPS tersebut berlaku
dengan sendirinnya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap
tidak diterimal.

Pasal 21

Komisaris dalam melaksanakan tugasnnya berkewajiban :
a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan perubahan/tambahannnya dan laporan-laporan lainnnya
dari Direksi.

b. Mengikuti perkembangan kegiatan – kegiatan Perseroan dan dalam hal
Perseroran menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkannnya
mengadakan RUPS dengan disertai saran mengenailangkah perbaikan yang
harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS dengan tembusannya ke Direksi
mengenai setiap masalah lainnnya yang dianggap penting bagi pengelolaan
Perseroan.

d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentuikan oleh RUPS.
e. Memberikan laporan kepada RUPS secara berkala (triwulan dan tahunan) serta

pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan hasil
pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pasal 21, Komisaris wajib
memperhatikan :



a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk RUPS dengan senantiasa memperhatikan
wfisiensi Perseroan;

b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perseroan serta ketentua peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemisahan tudas Pengawasan dengan tugas pengurus Perseroan yang
merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tudas dan kewajibannya Komisaris mampunnyai wewenang
sebagai berikut :
a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa

keadaan Kas (untuk keperluan verifiksi) dan memeriksa kekayaan Perseroan;
b. Memasuki pekarangan-pekarangan, geddung-gedung dan kantor yang

dipergunakan oleh Perseroan;
c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang

mennyankut pengelolaan Perseroan;
d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnnya dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri rapat Komisaris;
e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-

hal yang dibicarakan;
f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Komisaris Mengadakan rapat sekurang-kurangnnya 3 (tiga) bulan sekalidan
sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) Dalam rapat sebagaimana simaksud ayat (1) dibicarakan hal-hal yang
berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta
kewajibannnya.

(3) Keputusan rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris RUPS dapat mengangkat
seorang Sekretaris dan Anggota Komisaris.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya Komisaris sebgaimana dimaksud
pasal 23 Komisaris dapat meminta bantuan kepada unsure-unsur Pejabat Pemerintah
Daerah/Instansi lainnnya yang kegiatannnya berhubungan dengan Perseroan serta
tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu.

BABBABBABBAB VIIIVIIIVIIIVIII
KEPEGAWAIANKEPEGAWAIANKEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN

PasalPasalPasalPasal

(1) Kedudukan, gaji, pension dan penghasilan lain oleh Perseroan dengan
berpedoman kapada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh
Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-ayarat khusus
sebagaimana dimaksud pasal 11, memperhatikan pula pertimbangan dari
Komisaris.

(3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perseroan diberikan gaji
dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok
Kepegawaian Perseroan yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendengar
pertimbangan Komisaris.

(4) Pokok-pokok Kepegawaian Perseroan ditetapkan dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

(1) Semua Karyawan Perse4roan termasuk Direksi dan Pimpinan Unit yang
merugikan Perseroan karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas
kewajiban yang membebankan kepadannya baik langsung maupun tidak
langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Semua Karyawan Perseroan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan
milik Perseroan , wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan
tugasnnya kepada RUPS dan atau Komisaris melalui atasan langsung dan
Direksi.

(3) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perseroan yang melalaikan tugas
kewjiban yang dibebanka n kepadannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku
dari administrasi Perseroandisimpan di tempat Perseroan atau di tempat yang
ditunjuk, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada
Komiosaris sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dianggap perlu untuk
kepentingan pemeriksaan.

(5) Untuk keperluan pemeriksaan yasng berkaitan dengan penetapan pajak dan
penelitian Akuntan pada umumnnya surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud
ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 29

Tahun Buku Persesroan adalah tahun takwim.

Pasal 30

(1) Direksi wajib membuat Anggaran Perseroan untuk setiap tahun buku selambat-
lambatnnya 3 (tiga) bukan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai
berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kspada RUPS melaluo
Komisaris dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannnya
selambat-lambatnnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Buku Bersangkutan.



(2) Anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku baik sebagian
atau seluruhnnya apabila RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris,
mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perseroan tersebut yang
ditetapkan selambat-lambatnnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Buku yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh RUPS sebagaimana dimaksud
ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perseroan
sampai mendapat persetujuan RUPS selambat – lambatnnya dalam triwulan
pertama Tahun Buku yasng bersangkutan.

(4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi
dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS.

(5) Jika Anggaran Perseroan yang diajukan oleh Direksi belum mendapat
persetujuan dari RUPS, sambil menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran
Perseroan yang diajukan oleh Direksi, diperlukan Anggaran Perseroan Tahun
Anggaran yang lalu sebagi dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL UDAHA BERKALA,

KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Direksi wajib mennyampaikan laporan perhitungan hasil udaha berkala dan
kegiatan {erseroan kepada RUPS melalui Komisaris setiap triwulan.

Pasal 32

(1) Direksi mennyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca ugi untuk
setiap tahun buku kepada Komisaris selambat-lambatnnya akhir Bulan
Desember tahun yang bersangkutan.

(2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan
sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.

(3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus
mendapat pengesahan oleh RUPS setelah mendapat pertimbangan dari
Komisaris.

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disahkan
apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima oleh Komisaris.

BAB XII
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN
BARANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 33



(1) Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perseroan harus
silakukan sesuai dengan Anggaran Pewrseroan yang telah disahkan oleh RUPS
dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisaris.

(2) Setiap mutasi barang Perseroan baik status maupaun fisik baru dapat dilakukan
setelah ditetapkan dengan Keputusan RUPS berdasarkan pertimbangan dari
Komisaris dan sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAKAN LABA

Pasal 34

Laba bersih setelah pajak dan disahkan menurut ketentuan pasal 2 pembagiannnya
ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Anggaran Daerah 30 %;
b. Untuk Pemegang saham lainnnya 20 %;
c. Untuk Cadangan Umum 30 %;
d. Untuk Cadangan Tujuan 5 %;
e. Untuk Jasa Produksi 15 %;

BAB XIV
PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN

PERSEROAN TERBATAS

Pasal 35

(1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabuinan Perseroan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal pembubaran, penunjukan Likuiditur Perseroan dilakukan oleh RUPS
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

(3) Semua kekayaan Perseroan setelah diadakan Likuidasi untuk sementara dikuasai
oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnnya akan diperhitungkan sesuai komposisi
modal.

(4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuiditur dilakukan kepada RUPS atas
nama Pemegang saham yang mennyangkut tanggung jawab pekerjaan yang
telah diselesaikan olehnnya.

(5) Dalam hal likuidasi Pemegang Saham menanggung kerugian yang diderita oleh
Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan tidak mengambarkan keadaan Perseroan yang sebenarnnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36



Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan dittetapkan lebih lanjut dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyua, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 8 Februari 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978
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TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG
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DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

2. Undang- Undang Nomor 22 Thun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 5);

4. PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tta Usaha Keuangan Daerah dan
penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman
Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunana Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, tentang
Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2001.

PasalPasalPasalPasal 1111

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
sejumlah Rp. 310.030.073.503,08,- TERDIRI ATAS :

a.PENDAPATAN :
- Pendapatan.................................................. Rp. 298.520.621.105,08,-

b. BELANJA :
- Rutin............... Rp. 152.981.915.678,53,-
- Pembangunan....Rp. 66.766.014.714,90,-

Rp. 219.747.930.393,43,-
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan........ Rp. 78.772.690.711,65
dan belanja Daerah berlebih

PasalPasalPasalPasal 2222

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001
sejumlah Rp. 11.500.452.398,- terdiri atas
a. Pendapatan.................................. Rp. 11.509.452.398,-
b. Belanja........................................ Rp. 11.509.452.398,-
Sisa urusan Kas dan Perhitungan....Rp. NIHIL
Berlebih/berkurang

PasalPasalPasalPasal 3333

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Siasa Kas dan Sisa
Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
a. Lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Daerah ini;
b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagamana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Daerah ini;
c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagamana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Daerah ini;



d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagamana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagamana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/R) sebagamana tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

g. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P)

PasalPasalPasalPasal 4444

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 8888 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANPERUBAHAN ATASATASATASATAS PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 1111
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI DANDANDANDAN TATATATATATATATA KERJAKERJAKERJAKERJA

SEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS DANDANDANDAN SEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIAT DEWANDEWANDEWANDEWAN
PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannnya pelaksanan Otonomi Daerah selama stu
tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan
kekurangannnya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 beserta lampirannnya;

b. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatsa, adannya tugas dan fungsi pada
Bagian yang menumpuk pada satu Bagian serta adannya tugas yang belum
terakomodir, maka perlu adannya pemecahan dan penambahan Asisten,
Bagian dan Sub Bagian;

c. bahwa adannya penambahan Bagian dalam struktur Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Rawas dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kbaupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negra RI Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia
Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 1 Seri D Tahun 2001),
diubah sebagai berikut : A. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai
berikut :
a. Asisten Tata Praja;
b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi.

(2) Masing-masing susunan Orgnisasi Asisten sebagaimana dimaksus pada ayat (1)
pasal ini membawahkan :
A. Asisten Tata Praja, terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemrintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa;
c. Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Desa;
d. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.

2. Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

3. Bagian Organisasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perpustakaan;
d. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

.
4. Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :

a. Sub Bagian Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
b. Sub Bagian Pengevaluasian dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan;



A. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, membawahkan :

a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;

b. Sub Bagian Produksi Daerah;

c. Sub Bagian Pengelolaan Dana Bergulir;

2. Bagian Pembangunan, membawahkan :

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Pengendalian;

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bagian Kesejahteraan, membawahkan :

a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b. Sub Bagian Agama Penidikan dan Kebudayaan;

c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;

d. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

A. Asisten Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Keuangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Anggaran Rutin;

b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;

c. Sub Bagian Pembukuan;

d. Sub Bagian Perbendaharaan Rutin;

e. Sub Bagian Perbendaharaan Pembangunan;

f. Sub Bagian Verifikasi dan Kas.

2. Bagian Umum, membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
d. Sub Bagian Protokol;
e. Sub Bagian Kearsipan.

3. Bagian Bagian Perlengkapan, membawahkan :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Pengadaan;
c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
d. Sub Bagian Aset Daerah.

.
4. Bagian Komunikasi dan Informasi , membawahkan :

a. Sub Bagian Kehumasan;
b. Sub Bagian Media Penerangan;
c. Sub Bagian Penerangan Langsung;
d. Sub Bagian Program dan Pengolahan Data Kehumasan.



D. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini berada dan bertanggung
jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PasalPasalPasalPasal IIIIIIII

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 9999 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANPERUBAHAN ATASATASATASATAS PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 2222
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI DANDANDANDAN
TATATATATATATATAKERJAKERJAKERJAKERJA DINASDINASDINASDINAS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannnya pelaksanan Otonomi Daerah selama stu
tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan
kekurangannnya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas beserta lampirannnya;

b. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatas, adannya tugas dan fungsi Dinas
yang terakomodir pada Dinas masing-masing;

c. bahwa perubahan dan penambahan tugas dan fungsi Dinas-Dinas dimaksud
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negra RI Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia
Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Rawas.



DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 2TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Seri D Tahun 2001) diubahn sebagai
berikut :

A. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

sebagai BadanEksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se3lanjutnnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas;
h. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas;
i. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
j. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Musi Rawas;
k. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
l. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Musi Rawas;
m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perkebunan

Kabupaten Musi Rawas;
n. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Musi Rawas;
p. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Musi Rawas;
q. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas;
s. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
t. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi

Rawas;
u. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Musi Rawas;
v. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya Kabupaten Musi Rawas;



w. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Musi Rawas;

x. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Musi Rawas;

B. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah :
1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Perkebunan;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Kehutanan;
5. Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
9. Dinas Pendidikan Nasional;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
14. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
15. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
16. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
17. Dinas Kesejahteraan Sosial;

C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dibidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Diinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dibidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsure pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(4) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dibidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(5) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(7) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dibidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;



(8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(9) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pendidikan Nasional dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(10) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dibidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kependudukan dan Catatan
Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(13) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

(14) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(15) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(16) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(17) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

D. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggung
jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(2) Dinas Perkebunan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Perkebunan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(3) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Peternakan dan Perikanan yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(4) Dinas Kehutanan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;



(5) Dinas Pertambangan dan Energi mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunnyai tugas
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi termasuk Pengelolaan Pasar yang menjadi
tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(7) Dinas Perhubungan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(9) Dinas Pendidikan Nasional mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah dibidang Pendidikan Nasional yang menjadi tanggung
jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(10) Dinas Kesehatan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil
yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi;

(13) Dinas Pendapatan Daerah mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung
jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(14) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(15) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(16) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunnyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Pengairan yang
menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

(17) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi tanggung
jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

E. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan
Daerah ini, Dinas Kabupaten Musi Rawas mempunnyai fungsi :
1. Dinas Pertanian :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian sesuai dengan lingkup
tugasnnya;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang pertanian;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

2. Dinas Perkebunan :



a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan sesuai dengan lingkup
tugasnnya;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Perkebunan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

3. Dinas Peternakan dan Perikanan :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Perikanan sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Peternakan dan Perikanan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

4. Dinas Kehutanan :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan sesuai dengan lingkup

tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Kehutanan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

5. Dinas Pertambangan dan Energi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pertambangan dan Energi;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

7. Dinas Perhubungan :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan lingkup

tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Perhubungan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

8. Dinas Pariwista dan Kebudayaan :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwista dan Kebudayaan sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pariwista dan Kebudayaan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

9. Dinas Pendidikan Nasional :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Nasional sesuai dengan

lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;



c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas
dibidang Pendidikan Nasional;

d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.
10. Dinas Kesehatan :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan lingkup
tugasnnya;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Kesehatan;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sesuai dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil

sesuai dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

13. Dinas Pendapatan Daerah :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan

lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pendapatan Daerah;
d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

14. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

15. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

16. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Pengairan sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas

dibidang Pekerjaan Umum Pengairan;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

17. Dinas Kesejahteraan Sosial :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan

lingkup tugasnnya;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;



c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas
dibidang Kesejahteraan Sosial;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

F. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daeraah sebagaimana dimaksud pasal 2,
adalah sebagai berikut :
a. Dinas Pertanian, mterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Perlengakapan;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian keuangan dan Anggaran;

4. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :
a) Seksi Identifikasi dan Penyusunan Program;
b) Seksi Data dan Pelaporan;
c) Seksi PEngawasan dan PEngendalian;
d) Seksi Analisa dan Evaluasi;

5. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hotikultura, membawahkan:
a) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
b) Seksi Produksi Hotikultura;
c) Seksi Perlindungan Tanaman;
d) Seksi Rehabilatasi dan Pengembangan Lahan.

6. Sub Dinas Bina Ketahanan Pangan, membawahkan :
a) Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan ;
b) Seksi Penganekaragaman Pangan ;
c) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
d) Seksi Distribusi dan Harga Pangan.

7. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
a) Seksi Sarana Produksi dan PErmodalan ;
b) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Kemitraan ;
c) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
d) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

8. Sub Dinas Peyuluhan dan Pengembangan, membawahkan :
a) Seksi Pengembangan SDM Pertanian ;
b) Seksi Kelembagaan Tani ;
c) Seksi Informasi dan Penyuluhan Pertanioan ;
d) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi.

9. Cabang Dinas Pertanian meliputi setiap Kecamatan Defentif dalam
Kabupaten Musi Rawas.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, te4rdiri dari :
a) Pembenihan Tanaman;
b) Diklatluh Pertanian;
c) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.



11. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Perkebunan, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, mebawahkan :

a) Sub Bagian Perlengkapan;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub bagian Keuangan;
d) Sub Bagian Perencanaan;

4. Sub Dinas Bina Penyuluhan dan Pengembangan, membawahkan :
a) Seksi Tata Penyuluhan;
b) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan;
c) Seksi Deversifikasi dan Intesifikasi;
d) Seksi Rehabilitasi dan Perluasan;

5. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
a) Seksi Sumber Daya;
b) Seksi Perizinan;
c) Seksi Bimbingan Usaha;
d) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran.

6. Sub Dinas Bina Produksi, membawahkan :
a) Seksi Bahan Tanaman;
b) Seksi Tanaman Tahunan;
c) Seksi Tanaman Semusim;
d) Seksi Alat dan Mesin.

7. Sub Dinas Perlindungan Tanaman, membawahkan :
a) Seksi Sarana dan Perlindungan tanaman;
b) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
c) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
d) Seksi Konsevasi Tanah dan Air.

8. Cabang Dinas, terdiri dari :
a) Muara Kelingi;
b) Rupit;
c) Rawas Ilir;
d) Tugumulyo,

9. Unit PElaksana Teknis Dinas : Perlindungan Tanaman;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dianas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Dinas Program, membawahkan :
a) Seksi Perencanaan;
b) Seksi Data;
c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

5. Sub Dinas Peternakan, membawahkan :
a) Seksi Produksi;
b) Seksi Kesehatan Hewan:
c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

6. Sub Dinas Perikanan, membawahkan :
a) Seksi Produksi
b) Seksi Sumber Hayati;
c) Seksi Sarana dan Prasarana.

7. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan :



a) Seksi PEyuluhan;
b) Seksi Penelitian dan Pengembangan;
c) Seksi Kelembagaan.

8. Sub Dinas Bina Usaha, membawahkan :
a) Seksi Perizinan dan ]Permodalan;
b) Seks Informasi;
c) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

9. Cabang Dinas, terdiri dari :
a) Muara Kelingi;
b) Rupit;
c) Megang Sakti;
d) Tugumulyo;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
a) Pasar Hewan;
b) RPH (Rumah Potong Hewan);
c) Balai Benih Ikan;
d) SP3.

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Kehutanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas :
3. Bagian Tata Usaha , membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Dinas Produksi dan Peredaran, membawahkan :
a) Seksi Iuran dan Retribusi Hasil Hutan;
b) Seksi Produksi;
c) Seksi Peredaran Hasil Hutan;
d) Seksi Pengujian Hasil Hutan.

5. Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
a. Seksi Rehabilitasi Hutan;
b) Seksi Penghijauan;
c) Seksi Hutan Rakyat.
d) Seksi Hutan Tanaman dan Kemasyarakatan.

6. Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan, membawahkan :
a) Seksi Polisi Hutan;
b) Seksi Penanggulangan Bencana dan Perundang-undangan;
c) Seksi Penyuluhan.

7. Sub Dinas Program, membawahkan :
a) Seksi Pengukuhan dn Penatagunaan Hutan;
b) Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Perpetaan;
c) Seksi Perencanaan Hutan dan Evaluasi.

8. Cabang Dinas, terdiri dari :
a) Terawas;
b) Rupit;
c) Bingin Teluk;
d) Muara Kelingi.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :



a) Subbag Perencanaan dan Program;
b) Subbag Umum dan Kepegawaian;
c) Subbag Keuangan.

4. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
a) Seksi Geologi Tata Lingkungan;
b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
c) Seksi Pengelolaan Air;
d) Seksi Inventarisasi dan Survey.

5. Sub Dinas Pertambangan Umum, membawahkan :
a) Seksi Pengusahaan Pertambangan;
b) Seksi Perizinan Pertambangan;
c) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan.

6. Sub Dinas Minnyak, Gas dan Energi, membawahkan :
a) Seksi Perizinan dan Pengawasan Minnyak, Gas dan Kelistrikan;
b) Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
c) Seksi Pemantauan Minnyak, Gas dan Jasa Penunjang.

7. Sub Dinas Program dan Informasi, membawahkan :
a) Seksi Pengolahan Data Statistik;
b) Seksi Perencanmaan, Analisa dan Evaluasi;
c) Seksi Promosi dan Investasi;
d) Seksi HUkum dan Perundang-undangan.

8. Sub Dinas Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
a) Surulangun;
b) Muara Kelingi;
c) Muara Beliti.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha membawahkan :

a) Subbag Program dan Pelaporan;
b) Subbag Umum dan Kepegawaian;
c) Subbag Keuangan.

4. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan membawahkan :
a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
c) Seksi Barang Kerajinan Rakyat;
d) Seksi Usaha Perdagangan;
e) Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Persaiangan Sehat.

5. Sub Dinas Koperasi, membawahkan :
a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
b) Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
c) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan PKM;
d) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;

6. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, membawahkan :
a) Seksi Pendapatan;
b) Seksi Ketertiban dan Keamanan;
c) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

7. Cabang Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :



a) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan :
a) Seksi Lalu Lintas jalan;
b) Seksi Angkutan Jalan;
c) Seksi Prasarana Jalan;
d) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

5. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Darat dan Kereta Api, membawahkan :
a) Seksi Lalu Lintas Darat;
b) Seksi Angkutan Darat;
c) Seksi Prasarana Darat;
d) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana

6. Sub Dinas Postel dan Perhubungan, Udara, membawahkan :
a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
b) Seksi Perhubungan Udara.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahkan :
a) Terminal;
b) Perpakiran;
c) Pengujian;
d) Pelabuhan Sungai;
e) Lapangan Terbang;
f) Dal. Ops.

8. Kelompok Jabatan Funsional.

h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Perlengkapan;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Dinas Program, membawahkan :
a) Seksi Penyusunan Program;
b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
c) Seksi Data dan Potensi;
d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

5. Sub Dinas Obyek Wisata, membawahkan :
a) Seksi Obyek Wisata;
b) Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
c) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.

6. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan :
a) Seksi Akomodasi dan Tempat Hiburan;
b) Seksi Penyuluhan;
c) Seksi Rumah Makan dan Bar;
d) Seksi Lingkungan dan Perizinan;

7. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan :
a) Seksi Bina Budaya;
b) Seksi Promosi dan Pentas Budaya;
c) Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :



a) Sub Bagian Perlengkapan;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Dinas TK, SD, MI, membawahkan :
a) Seksi Kurikulum;
b) Seksi Sarana;
c) Seksi Tenaga Teknis;
d) Seksi Sekolah Swasta.

5. Sub Dinas SLTP, SMU, SMK, membawahkan :
a) Seksi Kurikulum;
b) Seksi Sarana;
c) Seksi Tenaga Teknis;
d) Seksi Sekolah Swasta.

6. Sub Dinas Disklupora, membawahkan :
a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
b) Seksi Pendidikan dan Pengembangan Pemuda;
c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;

7. Sub Dinas Perencanaan, membawahkan :
a) Seksi Pengumpulam dan Pengolahan Data;
b) Seksi Penyusunan Program;
c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

8. Cabang Dinas disetiap Kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas : Sanggar Kegiatan Belajar;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagiaan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Umum dan Perlengakapan
c) Sub Bagian Keuangan.

4. Sub Dinas PEmberantasan Pennyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan,
membawahkan :
a) Seksi Pengamatan Epidemiologi Imunisasi dan KEsehatan Matra;
b) Seksi Pemberantasan Pennyakit;
c) Seksi Penyehatan Lingkungan dan TTU;
d) Seksi Penyehatan Air dan Pengamanan Limbah.

5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan/Rumah ssakit;
c) Seksi Kesehatan Keluarga dan Repoduksi/ Imunisasi;
d) Seksi Gizi;

6. Sub Dinas Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Masyarakat,
membawahkan :
a) Seksi Farmasi;
b) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman/TPM;
c) Seksi Promosi Kesehatan;
d) Seksi Kesehatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

7. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan :
a) Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/Pengembangan;
b) Seksi Evaluasi dan Pel;aporan;
c) Seksi Registrasi dan Akreditasi;
d) Seksi Informasi Kesehatan;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari ;
a) Gudang Farmasi;
b) Balai Penelitian dan Latihan;
c) Balai Penelitian dan Pengembangan;



d) Puskesmas;
e) Sekolah Kesehatan;
f) Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.
j. Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Program;
b) Sub Bagian Umum;
c) Sub Bagian Kepegawaian;
d) Sub Bagian Keuangan

4. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan:
a) Seksi Penempatan Kerja;
b) Seksi Informasi Pasar Kerja (IPK);
c) Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;

5. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas, membawahkan :
a) Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
b) Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi;
c) Seksi Bimbingan dan Produktifitas.

6. Sub Dinas Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:
a) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
b) Seksi Organisasi Pengusaha/Pekerja dan Penyelesaian Perselisihan

Pekerja;
c) Seksi Pengawasan Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan

Kerja;
7. Sub Dinas Transmigrasi, membawahkan :

a) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Treansmigrasi;
b) Seksi Informasi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk;
c) Seksi Pengembangan Peran SertaMasyarakat;
d) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
a) Loka Latihan Kerja;
b) UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi).

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata USaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan;
d) Sub Bagian Pelaporan dan Dokumentasi.

4. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
a) Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
b) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
c) Seksi Mutasi Penduduk;
d) Seksi Informatika.

5. Sub Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga, membawahakan :
a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi;
b) Seksi Pengembangan Kerja Sama Lintas Sekstoral;
c) Seksi Pembinaan Penduduk Usia Rentan;
d) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga.

6. Sub Dinas Analisa Program, membawahkan :
a) Seksi Pengolahan Data;
b) Seksi analis dan Evaluasi;
c) Seksi Pennyajian Data dan informasi.



7. Unit Pelaksana Teknis Dinas : Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umnum dan Perlengkapan;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Kepegawaian.

4. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b) Seksi Penetapan;
c) Seksi Penagiahan;
d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

5. Sub Dinas Dana Perimbangan, membawahkan :
a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
c) Seksi Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain-lain.

6. Sub Dinas Perencanaan Pembukuan Pengawasan, membawahkan :
a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
c) Seksi Pengawasan;
d) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

7. Cabang Dinas;
8. UPTD sesuai dengan kebutuhan pada setiap Kecamatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Dinas Program, membawahkan :
a) Seksi Perencanaan;
b) Seksi Pengujian;
c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4. Sub Dinas Program, membawahkan :
a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
b) Seksi Peningkatan Pembangunan Jembatan;
c) Seksi Perizinan.

5. Sub Dinas Pemeliharaan, membawahkan :
a) Seksi Pemeliharaaan Jembatan;
b) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
c) Seksi Peralatan.

6. Cabang Dinas;
7. UPTD;
8. Kelompok Jembatan Fungsi

o. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum dan Evaluasi;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Dinas Tata Ruang, membawahkan :
a) Seksi Survei dan Pemetaan;



b) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
c) Seksi Perizinan Tata Ruang.

4. Sub Dinas Bangunan, membawahkan :
a) Seksi Tata Bangunan;
b) Seksi Izin Bangunan;
c) Seksi Pengawasan Program.

5., Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
a) Seksi Perumahan;
b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
c) Seksi Kebersihan dan Pertamanan.

6. Sub Dinas Kebakaran, membawahkan :
a) Seksi Pemadam Kebakaran;
b) Seksi Laboraturium;
c) Seksi Penyuluhan Masyarakat.

7. Cabang Dinas;
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

p. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Dinas Bina Manfaat, membawahkan :
a) Seksi Perizinan;
b) Seksi Penyuluhan;
c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

4. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharan, membawahkan :
a) Seksi Operasi;
b) Seksi Pemerliharaan;
c) Seksi P3A.

5. Sub Dinas Pembangunan, membawahkan :
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Perencanaan Teknik;
c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan.

6. Cabang Dinas ;
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

q. Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan.
d) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.

3. Sub DInas Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
a) SeksiPenyuluhanm dan Bimbingan Sosial;
b) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat;
c) Seksi Pembinaan Karang Taruna;
d) Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.

4. Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
b) Seksi Pennyandang Cacat;
c) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
d) Seksi Rehabilitasi Pelayanan Lanjut Usia.

5. Sub Dinas Bina Organisai dan Bantuan Sosial, membawahkan :



a) Seksi Penanggulangan Bencana;
b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c) Seksi Pembinaan Masyarakat;
d) Seksi Pemberdayaan Orang Sosial.

6. Cabang Dinas;
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

r. Dinas Pertanahan dihapuskan

(2) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a s.d q ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai
dengan XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan
Daerah ini.

PasalPasalPasalPasal IIIIIIII

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 10101010 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG



PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANPERUBAHAN ATASATASATASATAS PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 3333
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI DANDANDANDAN

TATATATATATATATAKERJAKERJAKERJAKERJA LEMBAGALEMBAGALEMBAGALEMBAGA TEKNISTEKNISTEKNISTEKNIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannnya pelaksanan Otonomi Daerah selama stu
tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan
kekurangannnya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas beserta lampirannnya;

a. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatas, adannya tugas dan fungsi Lembaga
Teknis Daerah yang belum terakomodir pada Lembaga Teknis Daerah
dimaksud;

b. bahwa perubahan dan penambahan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah
dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negra RI Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia
Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Seri D Tahun 2001) diubahn
sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

sebagai BadanEksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se3lanjutnnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;
g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas;
h. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kbaupaten

Musi Rawas;
i. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kbaupaten Musi Rawas;
j. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kbaupaten Musi Rawas;
k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kbaupaten Musi Rawas;
l. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kbaupaten Musi Rawas;

B. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :
1. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Badan Pengawas
c. Badan Kepegawaian Daerah
d. Rumah Sakit Daerah

2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Kantor Kesatuan Bangsa danPerlindungan Masyarakat
c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3



a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Penunjang
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perencanaan Pembangunan
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas dibidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;

c. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dibidang Kepegawaian Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

d. Rumah Sakit Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas dibidang Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;

e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur Penunjang
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungn Masyarakat merupakan unsur
Penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesatuan Bangsa
dan Perlindungn Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Penunjang
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

D. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
Pembangunan Daerah;

(2) Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan;

(3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah;

(4) Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Rumah Sakit;

(5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu
Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

(6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungn Masyarakat mempunyai tugas
membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
Kesatuan Bangsa dan Perlindungn Masyarakat;

(7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Satuan Polisi
Pamong Praja;

E. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5



Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan
Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunnyai fungsi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan sesuai
dengan lingkup tugasnnya;

b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Badan Pengawas :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan sesuai dengan lingkup

tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Badan Kepegawaian Daerah :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan

lingkup tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Rumah Sakit Daerah :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Rumah Sakit sesuai dengan lingkup

tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

sesuai dengan lingkup tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai

dengan lingkup tugasnnya;
b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

F. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, mambawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Analisa Data dan Pelaporan membawahkan :
1) Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data
2) Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi ;
3) Sub Bidang Laporan.

d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
1) Sub Bidang Pertanian, Perkebunan ;
2) Sub Bidang Industri dan Pertambangan ;



3) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi ;
4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi.

e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
1) Sub Bidang Pendidikan ;
2) Sub Bidang Komunikasi dan Informasi ;
3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat.

f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
1) Sub Bidang Tata Ruang dan TGT ;
2) Sub Bidang Perhubungan ;
3) Sub Bidang Pengairan.

g. Bidang PMD, membawahkan :
1) Sub Bidang Program ;
2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Badan Pengawas terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian membawahkan :
1) Sub Bagian Pemerintahan;
2) Sub Bagian Agraris;
3) Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian .

d. Bidang Keuangan dan Umum, membawahkan :
1) Sub Bidang Keuangan;
2) Sub Bidang Umum;
3) Sub Bidang Perusahaan Daerah ;
4) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.

e. Bidang Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan :
1) Sub Bidang Pembangunan ;
2) Sub Bidang Proyek-Proyek Program Bantuan ;
3) Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Kepegawaian ;
2) Sub Bagian Umum ;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai membawahkan :
1) Sub Bagian Pengadaan;
2) Sub Bagian Pengangkatan dan Penempatan ;
3) Sub Bagian Mutasi.

d. Bidang Diklat dan Pengembangan, membawahkan :
1) Sub Bidang Diklat Struktural;
2) Sub Bidang Diklat Tehknis Fungsional ;
3) Sub Bidang Pengembangan;

e. Bidang Dokumentasi Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,
membawahkan :
1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penyajian Informasi ;



3) Sub Bidang Pelayan Kesejahteraan dan Jaminan.
f. Bidang Pemberhentian dan Pensiun, membawahkan :

1) Sub Bidang Penyelesaian Hukum Disiplin ;
2) Sub Bidang Pemberhentian ;
3) Sub Bidang Pemberian Pensiun.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Badan Pengawas terdiri dari :
a. Direktur;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Humas;
2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan membawahkan :
1) Sub Bagian Pengendalian Pelayanan Medik;
2) Sub Bagian Analisa dan Pendayagunaan Sarana;
3) Sub Bagian Pelayanan Penunjang Medik .

d. Bidang Perawatan, membawahkan :
1) Sub Bidang Profesi/SDM Keperawatan ;
2) Sub Bidang Asuhan Keperawatan ;
3) Sub Bidang Logistik Keperawatan ;

e. Bidang Perencanaan dan Diklat, membawahkan :
1) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi ;
2) Sub Bidang Rekam Medik dan Promosi Kesehatan ;
3) Sub Bidang Pedidikan dan Latihan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Ketahanan Masyarakat ;
d. Seksi Sosial Budaya ;
e. Seksi Usaha Ekonomi Produktif ;
f. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Kesiagaan dan Hubungan Antar Lembaga ;
d. Seksi Kesatuan Bangsa ;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
f. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Operasi dan Penertiban ;
d. Seksi Pengamanan ;
e. Seksi Siaga dan Kesamaptaan ;
f. Seksi Penyuluhan dan Diklat ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SUPRIJONO JOESOEF
Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto

RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
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PEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTANPEMUNGUTAN UANGUANGUANGUANG LEGESLEGESLEGESLEGES DALAMDALAMDALAMDALAM
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahkannnya Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 18 Tahun1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur
pemungutan uang leges;

b. bahwa pemungutan uang leges sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur
dengan Pearturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara
Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1 Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2 Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 Pemungutan uang leges selanjutnnya disebut Pemungutan adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah.

6 Jasa Ketataushaan adalah pemberian surat-surat keterangan dan atau surat-surat
resmi lainnnya termasuk salinan dann petikan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

7 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
menglola data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

8 Penyidikan tindak pidna dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnnya disebut
pihak penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkannya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pemungutan Uang Leges dipungut pembayaran atas pemakaian jas
ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Pungutan adalah setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Pemakai jasa ketatausahaan yang tidak dikenakan Objek Pungutan Uang Leges
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Surat-surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi kepentingan badan-badan

yang bersifat social.
b. Surat-surat atau jasa yang diberikan bagi instansi Pemerintah atau pengusaha

berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun atas permintaannnya.
c. Surat-surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak

mampu atau permintaan dan kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat
menunjukkan surat keterangan ketidakmampuannnya dari pejabat setempat
yang berwenang untuk itu.

d. Surat-surat hutang yang dikeluarkan atas tanggungan Pemerintah Daerah.
e. Semua bentuk Akte dari Perjanjian sepihak yang diadakan oleh Daerah bagi

keperluan yang berkepentingan.
f. Surat-surat perintah untuk pembayaran.
g. Surat-surat atau bantuan yang dikeluarkan/diberikan untuk Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.



h. Surat-surat atau bantuan/jasa yang diberikan kepada orang-orang bukan
Pegawai Daerah berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepadanya.

i. Untuk Akte-akte atau Surat Keputusan Pengangkatan dalam suatu jabatan
Pemerintahan Daerah.

(3) Bupati menetapkan Surat-surat yang dapat diberikan tanpa pembayaran Uang
Leges kepada penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar, majalah-
majalah atau yang terbit secara priodik lainnnya.

BAB III
TARIF LEGES

Pasal 4

Besarnnya Uang Leges ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk penandatangan surat-surat berupa

Legalisir oleh Bupati atau kuasannya Rp. 1.000,-
b. Untuk salinan/petikan dari Surat Keterangan/

Keputusan Bupati (atas permintaan yang bersangkutan)
Per exemplar Rp. 500,-

c. Untuk penandatangan setiap macam surat yang
diperlukan pihak ketiga oleh :
- Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan Rp. 1.000,-
- Kepala Desa/Kelurahan Rp. 500,-

d. Untuk penandatangan Akte Jual Beli atas
Tanah oleh Camat dan pemberian Hak atas tanah
Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Rp. 5.000,-

e. Untuk Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian
Pemborongan (Kontrak) dikenakan Uang Leges tiap-
Tiap Rp. 1.000,-
Dari harga borongan sebesar Rp. 2,-
Minimum Rp. 500 Rp. 2,-

f. Mengetahui/mengesahkan Surat Keterangan Jual
Beli, Hutang Piutamh meliputi harga Rp. 100.000,-
Atau lebih, untuk tiap-tiap Rp. 1000,-dari harga tersebut
Dikenakan Leges Rp. 2,5,- minimum Rp.500,- Rp. 2,5,-

g. Surat Keterangan Dispensasi Pemakaian Jalan
Kabupaten atau izin menjalankan alat-alat besar Rp. 500.000,-

h. Surat Keterangan Penyewaan Alat-alat Besar
milik Pemerintah Daerah Rp. 25.000,-

i. Untuk surat-surat yang termasuk Catatan Sipil/
Pendaftaran Penduduk dikenakan Leges :
1. Akte Kelahiran :

- WNI Rp. 1500,-
- WNA Rp. 5000,-

2. Keterangan/Akte Perceraian :
- WNI Rp. 2500,-
- WNA Rp. 10.000,-

3. Akte Perkawinan :
- WNI Rp. 2500,-
- WNA Rp. 7500,-

4. Akte Pengakuan Serah :
- WNI Rp. 2500,-
- WNA Rp. 5000,-

5. Akte Penggantian Nama melalui Catatan Sipil Rp. 5000,-
6. Surat Keterangan/permohonan/permintaan Sidang

Akte Kelahiran Rp. 5000,-



7. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian
- WNI Rp. 1500,-
- WNA Rp. 3000,-

8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 1000,-
9. Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing Rp. 10.000,-
10. Kartu Ulang Penduduk Asing Perjiwa Rp. 5000,-
11. Pendaftaran Anak WNA setelah berumur

2 Tahun Rp. 5000,-
12. Pennyampaian kembali surat Imigrasi Rp. 5000,-
13. Pennyampaian kembali surat izin kerja Rp. 1000,-
14. Surat Keterangan Fiskal Daerah Rp. 5000,-

j. Untuk duplikat dari tiap surat yang menghapuskan
hutang karena telah menyetor uang di Kas Pemerintah
Daerah/Bendahara Rp. 2000,-

k. Setiap macam permohonan izin Rp. 3000,-
l Untuk Surat Keterangan Izin sementara Rp. 1000,-
m. Untuk setiap permohonan yang memerlukan legalisir Rp. 1000,-
n. Setiap petikan surat-surat izin Rp. 5000,-
o. Surat keterangan tentang menambah usaha, merubah

merek dan penutupan usaha Rp. 5000,-
p. Untuk mencetak kembali (Afdruk) yang dibuat secara

mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa Rp. 1000,-
q. Untuk mendapatkan suatu surat bagi yang

berkepentingan diarsip Pemerintah DAerah untuk
tiap jenis surat Rp. 1000,-

BAB IV
BENTUK DAN NILAI NOMINAL LEGES

Pasal 4

Bentuk dan nilai nominal Leges ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 5

(1) Pemungutan uang Leges dilaksanakan oleh Kepala Dinas/ Instansi/ Unit Kerja
yang mengelola pemberian petugas yang ditunjuknnya.

(2) Setiap pemungutan uang Leges diberi tanda bukti yang ditempelkan pada tanda
bukti pelayanan ( seperti materai temple ) yang bentuknnya ditetapkan oleh
Bupati yang pengadakannnya dilakukan oleh Bupati yang mengadakannnya
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut uang Leges bertanggung jawab
kepada Bupati.

(4) Uang Leges sebagaimana dimaksud dal;am Pasal 3 dibayar lunas pada saat
penerimaan jasa pelayanan.



Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan pemungutan uang Leges, Bupati dapat menunjuk dan
mengangkat Bendaharawan khusus penerima pada Dinas/Instansi/Unit Kerja
pemungut menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yanga berlaku.

(2) Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan pembukaan dengan
Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran
Leges.

Pasal 7

(1) Selambat-lambatnnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil
pemungutan Uang Leges disetor oleh Bendaharawan Khusus penerima ke Kas
Daerah dengan mengirimkan buktisetor dan bukti-bukti lainnya yang sah
melalui Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), hannya dapat dilakukan berdasarkan alas
an-alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran
berkala atas semua pemungutan Uang Leges yang telah dilakukan oleh
Bendaharawan khusus penerima dalam waktu yangditentukan selambat-
lambatnnya sekali seminggu.

(3) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam
penguasaannnya diluar batas yang ditetapkan dalam ayat (2).

(4) Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bertugas memungut Uang Leges ini
selambat-lambatnnya tanggal 10 tiap-tiap bulan, sudah mennyampaikan laporan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhasdap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
dilaksanakan oleh Kepala Dians/Instansi/ Unit KErja pemungut datau pejabat yang
ditunju

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinnya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya



Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
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RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN JASAJASAJASAJASA ANGKUTANANGKUTANANGKUTANANGKUTAN SUNGAISUNGAISUNGAISUNGAI DANDANDANDAN DANAUDANAUDANAUDANAU

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahterimakanny kewenangan pembinaan Angkutan
Sungai dan Danau dari Propinsi Sumatera Selatan ke Kabupaten Musi Rawas
maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa
Angkutan Sungai dan Danau;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas perlu diatur
dengan Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kot Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah
dan KEwenagan Propoinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah NOmor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyuisunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kapala Dinas adalah Kepala Dinas Perhuhungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan u8saha lainnya.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan
sungai dan danau penyeberangan sesuai dengan paeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

8. Pengujhi atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atas pemeriksa yang
dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta
tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang/pemeriksa yang dinyatakan
memnuhi kualifikasi layar.

9. Pemeriksa kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa
bagian kontruksi kapal dan kelengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan
terhadap persyaratan teknis dan laik layer.

10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan
tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat
apapun dan bangunan terapuing yang tidak berpindah-pindah.

11. Kapal wajib uji adalah setiapkapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik,
tenaa mesin, atau ditunda, termasuk kendaraaan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan dibawah air, serta alat apapun ndan bangunan terapung
yang tidak berpindah-pindah.

12. Sertifikat kapal adalah tanda bukti kapal laik layer.
13. Surat keterangan kecakapan adalah tanda bukti kecakapan yang harus

dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggung jawab disebuah
kapal antara lain :
- SKK (N) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Nahkoda.
- SKK (M) adalah jenis Surat Keterangan Kecakapan untuk Masinis.
- SKK (NM) adalah jenis Surat Keterangan KEcakapan Speed Boot dan

Ketek.
14. Nahkoda adalah orang yang memegang kuasa untuk bertanggung jawab

dikapal.
15. Masinis adlah orang yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap mesin

kapal.
16. Galangan Kapal adalah tempat untuk mmembuat memperbaiki, dan

mereparasi kapal.
17. Laik layar adalah kapal yang telah memenuhi teknis, dan nautis untuk

berlaya.
18. Lalu lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakaian

sarana dan prasarana.
19. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan Sungai, Danau

dan Angkutan Peyeberangan.



20. Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah kegiatan angkutandengan
menggunakan kapal atau alat angkutan lainnya yang dilakukan disungai, dan
penyeberangan untk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang
diselenggarakan oleh perusahaan dan jasa angkutan lainnya.

21. Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai
jembatan bergerak yang menhubungkan jaringan jalan atau jaringan alur
kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut
penumpang danb kendaraan beserta muatannya.

22. Pelabuhan Lokal adalah Pelabuhan penumpang sekunder.
23. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk

kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan sendiri.
24. Tempat Tambat/Sandar adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun

penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan
atau oleh Badan atau Pribadi.

25. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel, ternak
ikan, ikan beku dan sebagainya.

26. Barang berbahaya adalah jenis barang yang sifatnya dapat dikelompokkan
sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM),
bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.

27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi dan badan.

28. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersiaol karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribnusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka atas pemberian izin kapada orang pribadi,
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemangfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang mrupakan batas waktu
bagi wajipb retribusi utnuk memanfaatkan jasa angkutan sungai, danau dan
penyeberangan.

31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan
danpembayaran retribusi yang teruntang menurut peraturan perundang
undangan Retribusi Darah.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarnnya jumlah retribusi yang terutang;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi
daerah yang yang telah ditetapkan;

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat
keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebuih beasr dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnnya terhutang;

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda;

36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap
STRD adalah SKRD,SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah;



38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penggunaan dataran air alur
pelayaran pelabuhan khusus local Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan
melakukan pembinaan meliputi jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan
perizinan tertentu.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan setiap penggunaan sarana dan
prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan didaftarkan atau diregestrasi
sebagai bukti pemilik kapal.

Pasal 4

(1) Setiap kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib dilakukan
pengukuran.

(2) Kapal GT 7 keatas wajib memiliki Surat Ukur.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR,
PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DAN PENGAWASAN

SERTA PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 5

(1) Setiap Kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memiliki
sertifikat kesempurnaan kapal.

(2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi memiliki sertifikat
npengangkutan minyak bumi.

Pasal 6

(1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar,
pemilik kapal dan atau nahkoda wajib melkukan pemeliharaan atau perawatan
terhadap kepalanya.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan tau perawatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1),
dapat dilakukan oleh pemilik kapal atu nahkoda dengan menggunakan tenaga
ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal ataudilakukan digalangan
kapal.



Pasal 7

(1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan tehnis dan laik layer,
Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan mengadakan pengawsan operasional.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan diperairan
dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Setiap nahkoda, motorus dan masinis yang mengoperasikan kpal wajib memiliki
Surat Keterangan Kercakapan (SKK).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutn sungai,
danau dan penyebrangan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi perizinan sebagai berikut :
1. Perizinan angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan adalah :

a. Izin olah gerak Sungai dan Danau.
b. Izin lego jangkar diberikan pada Angkutan Sungai berkapasitas 25 Ton

lebih.
c. Izin Pelabuhan Khusus Lokal.
d. Izin kegiatan bongkar muat
e. Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi lebih kecil dari 50.000 m3 dan

reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan dalam kota.
f. Izin Pembangunan, Pengoperasian dan Pengelolaan pelabuhan local.
g. Izin usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP)dan Izin Usaha Perusahaan

Pelayaran Rakyat (SIUPPER).
h. Izin Usaha penunjang Angkutan Laut.
i. Ekspedisi Muatan Kapal LAut (EMKL)

- Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

j. Depo Peti Kemas (Kontiner)

2. Perizinan Angkutan Sungai dan Penyebrangan adalah :
a. Izin Trayek.
b. Izin Operasi
c. Izin penggunaan dataran air alur pelayaran untuk :

- Rumah rakit untuk industri
- Rumah rakit untuk rumah makan
- Kios Apung
- Bengkel atau galangan kapal
- Tempat tambat, tabuh dan sandar kapal untuk kepentingan sendiri

SPBB
- Keramba ikan
- Log pond dan bamboo
- Kolam galangan kapal
- Rumah tempat usaha

d. Izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya.



e. Izin pembuatan / pembangunan prasarana dan pemasangan tanda-tanda
melintasi jalur alur pelayaran sungai dan dipinggir sungai berupa :
- Kabel listrik melintasi sungai
- Pemasangan pipa didasar sungai
- Pemasangan tanda-tanfa tulisan, Merk dan rambu dipinggir sungai.

f. Izin usaha angkutan sungai dan penyebrangan.

BAB V

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

Objek pelayanan jas angkutan sungai, danau dan penyebrangan adalah sebagai
berikut :
1. Jasa umum :

a. Sertifikat Kesempurnaan dan kelngkapan sarana angkutan sungai.
b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi.
c. Surat ukur kapal kayu dan kapal besi
d. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Nahkoda, Motoris dan Masinis)

2. Jasa Usaha :
a. Tambat, sandar dan labuh kapal meliputi speedboard, ketek, jukung,

gandeng atau tug boat, tongkang kayu, tongkang besi dan kapal pinich atau
layer.

b. Sewa diatas air untuk took, warung kantor atau perusahaan, warung atau
kantin dan sejenisnya.

c. Penumpukan barang dan hewan didermaga.
d. Sewa kapal kerja (diluar biaya operasi) untuk kapal rambu 02 dan kapal

DB 02.

3. Perizinan Tertentu :
a. Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau meliputi speed boat, jukung dan

ketek.
b. Penggunaan dataran air alur pelayaran meliputi rumah rakit untuk industri,

rumah makan, galangan kapal, bengkel apung, tempat tambat, labuh kapal,
kios apung, SPBB, log pond, kolam galangan kapal, gardu pompa air dan
rumah tempat usaha.

c. Angkutan barang khusus dan barang berbahaya.
d. Pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintas alur pelayaran

untuk pemasanan kabel listrik melintasi sungai, pipa dasar sungai
pemasangan tanda-tanda tulisan merek serta rambu dipinggir sungai.

e. Usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyebrangan.
f. Usaha perusahaan pelayaran (SIUPP)
g. Usaha Perusahan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dibidang jasa
angkutan sungai, danau dan penyebrangan.



BAB VI

GOPLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa Angkutan Sungai dan Danau, digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa USaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan didasarkan
atas frekwensi, jangka waktu dan volume.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN ALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk
menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dn
penyebrangan dalam mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Untuk setiap pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan
dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum :
a. Sertifikat Kesempurnaan dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai

untuk :
- Kapal ………….. Rp. 2.000,- x panjang kapal/tahun
- Kapal fiber glass ………. Rp. 2.500,- x panjang kapal/tahun
- Kapal Besi……. Rp. 3.500,- x panjang kapal/tahun

b. Sertifikat penggunaan
Angkutan Minyak Bumi……… Rp. 3.500,- x GT/tahun

c. Surat Ukur Kapal untuk :
- Kapal Kayu…………… Rp. 4.000 x GT (Gross Tonnage)
- Kapal Besi…………….. Rp. 5.000,- x GT (Gross Tonnage)

d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk :
- Nahkoda (N) =…………….. Rp. 25.000,- / tahun
- Masinis (M)=……………… Rp. 20.000,- / tahun
- Motorus (NM)=……………. Rp. 15.000,- / tahun



2. Retribusi Jasa Usaha :
a. Retribusi Tambat/Sandar/Labuh kapal, meliputi :

- Speed boat ukuran kecil = Rp.1.500,-/hari
- Speed boat ukuran besar = Rp. 3.000,-/hari
- Ketek = Rp. 1500,-
- Jukung = Rp. 15.000,-/layer
- Gandeng/Tug Boat = Rp. 20.000,-/layer
- Tongkang Kayu = Rp. 15.000,-/layer
- Tongkang Besi = Rp. 150.000,-/layer

b. Sewa dataran air untuk :
- Tokoh, waung dan sejenisnya = Rp. 500,-/hari
- Reklame = Rp. 1.000,-/hari

3. Retribusi Perizinan Tertentu :
a. Retribusi Izin Operasional Angkutan Sungai meliputi :

- Speed boat = Rp.20.000,-/tahun
- Ketek = Rp. 10.000,-/tahun
- Jukung = Rp. 25.000,-/tahun

b. Retribusi Izin Penggunaan DataranAir Alur pelayaran, berupa :
- Rumah rakit untuk industri = Rp. 1.000,- x luas lahan

terpakai m2/tahun
- Rumah rakit untuk rumah makan = Rp. 1.000,- x luas lahan

terpakai m2/tahun
- Galangan/bengkel Apung = Rp. 1.000,- x luas lahan

terpakai m2/tahun
- Tempat tambat/labuh kapal

untuk kepentingan sendiri = Rp. 1.000,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- Kios terapung/SPBB = Rp. 1.000,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- SPBU = Rp. 2.500,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- Log Pond = Rp. 2.000,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- Kolam galangan kapal = Rp. 1.500,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- Gardu pompa air/Pipa air = Rp. 2.000,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

- Rumah tempat hiburan = Rp. 2.000,- x luas lahan
terpakai m2/tahun

c. Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya :
- < 10 ton ………. = Rp. 15.000,-/sekali angkut
- 10 >< 30 ton ………. = Rp. 25.000,-/sekali angkut
- 30 >< 50 ton ………. = Rp. 35.000,-/sekali angkut
- 50 ton ………. = Rp. 50.000,-/sekali angkut

d. Retribusi Izin Pmbuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-tanda
melintasi alur pelayaran untuk :
- Kabel listrik melintasi sungai……… Rp. 1.000,-/m/sekali pasang
- Pipa didasa sungai……… Rp. 1.000,-/m/sekali pasang
- Pemasangan tanda-tanda

tulisan merek, rambu
dipinggir sungai……… Rp. 1.000,-/m/sekali pasang



e. Izin usaha ekspedisi angkutan
sungai dan penyebrangan = Rp. 100.000,-/tahun

f. Izin usaha perusahaan Pelayaran (SIUPP) = Rp. 100.000,-/tahun
g. IzinUSaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPER) = Rp. 100.000,-

/tahun

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas
dan atau pelayanan diberikan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimna dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan
retribusi terhutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Bentuk isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dlm ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RERIBUSI

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.



BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 20

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan sungai, danau dan
penyebrngan yang telah melanggar Pasal 9, maka akan dikenakan sanksi berupa
pencabutan izin-izin yang ada serta menghentikan/melareang operasional jasa
angkutan yang bersangkutan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian,
pembayran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayran retribusi diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang yang dipersamakan SKRDKBT
dan SKRDLB.



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengn disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajibn Retribusi megajukan keberatan atu ketetapan Wajib Retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLD
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
Rtribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak memenuhi
persyarrtn sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibab membayar retribusi dan
pelaksanan penagihan retribusi

Pasal 24

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
Surat Kebratan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapt berupa menerima seluruhnya atau
sebagian menolakatau sebagiuan menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terhutang.

(3) Apabilla jangka waktu sebagiman dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan terhdap kebneratan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan pengembalian retribusi
sebagaimana hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlmbatan pembyaran
kelebihanm retribusi tersebut.



Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurnag-kurnagnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi
c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya sebagaimna dimaksud pasal 25 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

KADALUWARSA PENGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,kecuali
apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkannya surt teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baiklangsung

maupun tidak langsung.



BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Pelanggaran atas ketentuan dlam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berwenang :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
priobadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengna tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

g. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
h. Melakukan penyitaan benda atau surat.
i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
j. Memanggil orang untuk didengar dn diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
k. Mendatangkan orang hli yang diperlukan dlam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.
l. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak
pidana dn selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XXI



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannnya dalam Lembaran Daerah kebupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 13131313 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

IZINIZINIZINIZIN USAHAUSAHAUSAHAUSAHA PEMANFAATANPEMANFAATANPEMANFAATANPEMANFAATANKAYUKAYUKAYUKAYU

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah
Tingkat II;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2000
tentang Keweangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom, Izin Pemanfaatan Kayu menajdi kewenangan Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir (a) dan (b), maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tatat Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;



10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan
Perundng-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG IZIN
PEMANFAATAN KAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi rawas;
5. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah Izin untuk

melaksanakan penebangan dan penggunakan kayu dari areal hutan yang telah
ditetapkan atau pada areal penggunakan lain untuk keperluan pembangunan
hutan tanaman atau keperluan non kehutanan;

6. Lahan utnuk keperluan non kehutanan adalah lahan kewasan hutan yang
dilepaskan atau dipinjam pakai utnuk keperluan pembangunan diluar bidang
kehutanan;

7. Areal Penggunaan Lain adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan
bagi pembangunan diluar bidang kehutanan;

8. Pencadangan di areal hutan adalah areal hutan yang telah mendapat persetujuan
prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

9. Pencadangan areal penggunaan lain adalah areal diluar kawasan hutan yang
telah mendapat rekomendasi dari Bupati;

10. Pelepasan Kawasan Hutan adalah pengubahan status areal hutan untuk
keperluan diluar bidang kehutanan yang telah mendapat persetujuan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia;

11. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian
kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kapada
pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah
status, pembentukan dan fungsi kawasan hutan tersebut;



12. IPK merupakan kelanjutan dari proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri
Kehutanan atau pinjam pakai kawasan hutan atau pencadangan areal
penggunaan lain untuk pembangunan non Kehutanan atau pembangunan Hutan
Tanaman Industri;

13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
utnuk kepentingan orang pribadi atau badan;

14. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk pengusahaan hutan dalam
kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan,
pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pengawasan hasil hutan;

15. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegitan
pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan
dari hutan alam berupa kayu;

16. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah dana yang dikenakan sebagai
pengganti nilai instrinsik dan hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;

17. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) adalah hak untuk mengusahakan
hutan didalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebagan
kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil
hutan.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah :
c. Badan Usaha Milik Negaar (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
e. Koperasi;
f. Orang pribadi.

Pasal 3

Kawasan hutan atauareal yang dapat dimohon IPK adalah :
a. Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan;
b. Kawasan Hutan yang dipinjamkan kepada pihak lain;
c. Kawasan Hutan untuk pembangunan hutan tanaman;
d. Pencadangan areal penggunaan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Permohonan IPK diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan :
a. Menteri Kehutanan;
b. Gubernur Sumatera Selatan;
c. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
d. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan
a. Persetujuan prinsip pelepasan/pinjaman pakai kawasan hutan dari Menteri

Kehutanan Republik Indonesia atau persetujuan pembangunan hutan
tanaman dan atau pencadangan lahan pada areal penggunaan lain oleh
Kepala Daerah.

b. Rencana pemanfaatan kayu dalam bentuk Bagan Kerja.

(3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) Kepala Daerah
melakukan penilaian terhadap kelengkapan permohonan.



(4) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan Kepala Dinas harus
menerbitkan Surat Pemberitahuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima.

(5) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan maka Dinas Kehutanan
bersama pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
kelengkapan dipernuhi melakukan :
a. Pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik

lapangan;
b. Inventarisasi tefakan (Timber Cruising) untuk mengetahui potensi tegakan.

Pasal 5

(1) Biaya pemeriksaan areal hutan dan Inventarisasi Tegakan (Timber Cruising)
sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) dibebankan kepada pemohon.

(2) Laporan pemeriksaan areal hutan dam inventarisasi Inventarisasi Tegakan
(Timber Cruising) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) masing-masing
dituangkan dalam bentuk Berita Acara;

(3) Atas dasar Berita Acara sebgaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas Kehutanan
memberikan pertimbangan teknis IPK kepada Kepala Daerah dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;

(4) Atas dasar pertimbangan teknik Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Daerah
memutuskan menyetujui atau menolak permohonan.

(5) Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Kepala Daerah memberitahukan
kepda pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pertimbangan
teknis Kepala Dinas Kehutanan diterima.

Pasal 6

(1) Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas Kehutanan membuat konsep
Keputusan Bupati tentang Persetujuan Prinsip IPK.

(2) Setelah persetjuan prinsip diberikan, maka Kepala Dinas Kehutanan
memerintahkan kepada pemohon untuk :
a. Menyetorkan jaminan Bank Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber

Daya Hutan (PSDH) sebesar volume kayu sesuaitarget produksi yang
ditetapkan;

b. Menyetorkan retribusi izin pemanfaatan kayu (IPK) ke Kas Daerah;
c. Melaksanakan penataan batas blok terbangan IPK.

(3) Pemohon melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan tentang realisasi jaminan
Bank DR dan PSDH serta Retribusi IPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah persetujuan prinsip diterima.

(4) Pelaksanaan penataan batas blok terbangan diselesaikan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan dalam
pelaksanaan penataan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan.

(5) Setelah pemohon mmenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
maka Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang IPK.

(6) Masa berlakunya IPK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama
1 (1) tahun.



BAB III
NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai pembayaran atas
pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Objek Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu adalah pemberian izin untuk
melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal kawasan hutan yang
telah ditetapkan atau areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan
hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.

(2) Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengukuran ruang, biaya
pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan volume kayu yang dimohonkan.

(2) Besar tarif sebagaimana dimaksdu ayatr (1) adalah sebagai berikut :
a. Volume s.d 5.000 m3, dikenakan tariff sebesar Rp. 2.500.000,- per izin.
b. Volume 5.000 m3 s.d 10.000 m3, dikenakan tariff sebesar Rp. 4.000.000,-

per izin
c. Volume 10.000,- m3 keatas, dikenakan tariff sebesar Rp. 5.000.000,- per

izin.

(3) Retribusi terhutang dihitnung berdasarkan volume kayu yang dimohonkan
dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB V
PRIORITAS PEMANFAATAN KAYU

Pasal 11

(1) Prioritas pemberian IPK pada areal HPH diatur sebagai berikut :
a. Dalam hal lokasi IPK dari areal HPH yang telah dilepaskan untuk keperluan

pembangunan non kehutann atau diubah menjadi areal HPHT. Prioritas IPK
diberikan kepada pemegang HPH yang bersangkutan sepanjang HPH
tersebut belum berakhir.



b. Dalam hal pemegang HPH sebagaimana dimaksud huruf a, tidak
menggunakan kesempatan untuk memanfatkan kayu dari areal hutan
tersebut, maka pemberian IPK ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah wajib memberitahukan pemegang HPH yang arealnya akan
ditetapkan untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau pembangunan
non kehutanan untuk menyatakan kesanggupan melaksanakan pemanfaatan
kayu, dengan tembusan kepada :
a. Gubernur Sumatera Selatan.
b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan kepada
pemegang HPH sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak memberikan jawaban
maka dianggap tidak berminat untukmelaksanakan pemanfaatan kayu.

(4) Apabila pemegang HPH menyatakan klesanggupan untuk melaksanakan
pemanfaatan kayu, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan
kesanggupan dipenuhi harus mengajukan IPK.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pemegang HPH
yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan, maka Kepala Daerah dapat
membatalkan proses IPK atau Keputusan IPK.

Pasal 12

Pemegang HPH yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal yang belum
pernah ditebang dan lokasinya terletak pada blok RKL berjalan selambat-lambatnya
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dimulainya kegiatan pemanfaatn kayu wajib
merivisi blok Rencana Kerja Lima Tahun berjalan (RKL).

Pasal 13

Prioritas pemberian IPK pada areal yang tidak dibebani HPH untuk keperluan non
kehutanan, atau untuk pembangunan hutan tanaman diberikan kepada :
a. Koperasi;
b. PT/CV yang bergerak dibidang industri perkayuan;
c. Orang pribadi yang memiliki industri perkayuan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

a. Pemegang IPK berhak mendapat pelayanan dari Pwmweintah Daerah.
b. Pemegang IPK berhak mendapat bimbingan teknis dari Dinas Kehutanan.

Pasal 15

(1) Pemegang IPK wajib memperhatikan azas-azas konservasi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang IPK wajib membut dan menyampaikan laporan Tata Usaha Kayu
(TUK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Dinas Kehutanan dan setiap triwulan Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan
kepada Bupati.



(4) Pemegang IPK wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HAPUSNYA IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 16

(1) IPK hapus karena :
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
b. Diserahkan kembali sebelum masa berlaku izin berakhir.
c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Berakhirnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) tetap mewajibkan pemegang IPK
untuk :
a. Melunasi PDH dan DR serta kewjiban financial lainnya terhadap Pemerintah.
b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka

berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17

(1) Orang pribadi atau Badan yang melakukan penebangan sebelum diterbitkannya
IPK dan atau setelah IPK berakhir dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta sanksi pelanggaran
eksploitasi.

(2) Pemegang IPK yang melakukan penebangan didalam Kawasan Hutan Lindung
kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam dikenakan sanksi dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya serta Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemegang IPK yang belum memenuhi kewajiban fungsional terhadap
Pemerintah Daerah wajib menyerahkan asset yang bergerak dan tidak bergerak
kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) IPK dicabut karena :
a. Pemegang IPK tidak membayar PSDH dan DR terhadap kayu yang telah

dikeluarkan dari areal kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Pemegang IPK tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90

(sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan IPK dikeluarkan.
c. Pemegang IPK meninggalkan areal dan pekerjaanya sebelum IPK berakhir.

(2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terlebih
dahulu peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas)
hari.

BAB IX



PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Daerah ini, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat
pekerjaannya diberikan wewenang Kepolisian Khusus.

(2) Pejabat yang diberikan wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud
ayat (1) berwenang untuk :
a. Mengadakan patroli/perondan didalam kawasan hutan atau wilayah

hukumnya.
b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan

hasil hutan didalam kawasan atau wilayah hukumnya.
c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan

kepada yang berwenang.
f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjasinya tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

(3) Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),
kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dalam lingkungan Dinas
Kehutanan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(4) WewenangPenyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang priobadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengna tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan
tindak pidana dibidnag retribusi daerah.

g. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
h. Melakukan penyitaan benda atau surat.
i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
j. Memanggil orang untuk didengar dn diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
k. Mendatangkan orang hli yang diperlukan dlam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.
l. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak
pidana dn selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (4) ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui



Kepolisian Resosrt Musi Rawas sesuaidengan ketentuan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
a. IPK yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut;
b. Peraturan-peraturan lain yang menagtur tentang IPK masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1SERI C

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 14141414 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

IZINIZINIZINIZIN USAHAUSAHAUSAHAUSAHA PEMANFAATANPEMANFAATANPEMANFAATANPEMANFAATAN HASILHASILHASILHASIL HUTANHUTANHUTANHUTANKAYUKAYUKAYUKAYUHUTANHUTANHUTANHUTAN TANAMANTANAMANTANAMANTANAMAN

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANGMAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan sejalan Daerah Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dititik
beratkan diKabupaten, telah diserahkan beberapa urusan dibidang Kehutanan
kepada Daerah dan untuk melaksanakan wewenang tersebut sesuai ketentuan
pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang
Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil. Hutan pada Hutan Produksi, kepada
Daerah diserahi untuk mengatur sebagian urusan dibidang kehutanan termasuk
pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Kehutanan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas kewenangan Daerah termasuk
didalmnya Pemeberian Izin USaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman;

c. bahwa berdasarkan sebagaiamana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang
perlu mengatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HUtan Tanaman
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negra Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 484/Kpts-II/1989 tentang Sistem
Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-II/1990, jo Nomor 525/Kpts-
II/1991 tentang Tata Usaha Kayu (TUK);

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem
Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 310/Kpts-I/1999 tentang Pedoman
Pemberian Hak Pengusaha Hasil Hutan;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 08.1/Kpts-II/2000 tentang
Kreteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi secara
Lestari;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tentang
Kreteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari;

19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HUtan
Tanaman;

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 12.1/Kpts-II/2000 tentang
Kreteria dan Standar tariff Iuaran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi rawas;
5. Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jas

yang berasal dari hutan.
6. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersift material (bukan kayu)

yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti rotan, getah-getahan ,
minyak nabati, sagu, nipah, hasil kayu arang, benda kayu bkar, kayu cendana,
sirap bahan tikar dan sarang burung wallet.

7. Kawasan Hutan adalah Wialayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sesuai hutan tetap.

8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan diperuntukkan guna Produksi Hasil
Hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya
untuk pembangunan, Industri dan Eksport.

9. Hak Pemungutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun
non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam
surat izin.

10. Areal Kerja Pemungutan Hasil Hutan adalah areal hutan produksi yang dibebani
hak pemungutan hasil hutan.

11. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut Usaha
Hutan Tanaman adalah suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi
untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari :
penanaman, pemelihaaan, pengamanan, pemanenan hasil hutan tanaman.

12. Masyarakat Setempat adalah Kelompok-krlompok masyarakat warga Negara
Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan dan yang memiliki
cirri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata
pencarian, yang terkait dengan hutan (profesi), kesejahteraan, kedekatan tempat
tinggal bersama serta factor ikatan komunitas lainnya.

13. Orang pribadi adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal disuatu
daerah atau sekitar hutan.

14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azaz kekeluargaan.

15. Koperasi Masyarakat Setempat adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang
per orang atau badan hukum koperasi dari masyarakat setempat yang
melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan azaz kekeluargaan.

16. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh Izin Usaha
dibidang Kehutanan;

17. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh Izin Usaha
dibidang kehutanan.

18. BUMS adalah Perusahaan Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas yang
memperoleh izin usaha dibidang kehutanan.

19. Badan Usaha Asing adalah Perusahaan Asing yang berbentuk Perseroan
Terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin usaha dibidang
kehutanan.

20. Tanaman Pokok adalah Tanaman yang lazim ditanam dalam usaha hutan
tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu yaitu : Sengon, Pinus,
Eucalyptus, Acasia, Mahoni, Gmelina, Jabon, Sungkai, Meranti dan lain-lain.



21. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. Sistem Silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan,
penggantian tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu, dan hasil hutan
lainnya dalam bentuk tertentu.

23. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
utnuk kepentingan orang pribadi atau badan;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Usaha hutan tanaman bertujuan untuk menghasilkan produk utama hasil hutan
kayu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahan-bahan industri
perkayuan, meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan Reboisasi untuk
memperluas kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat khususnya
masyarakat sekitas hutan.

(2) Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka usaha hutan
tanaman diselenggarakan tidak pada kawasan hutan alam yang masih
memungkinkan terjadinya suksemi alami, memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat setempat, serta harus mempertimbangkan pasar yang akan menyerap
hasil kayunya.

BAB III
LOKASI DAN LUAS AREAL

Pasal 3

(1) Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha adalah areal kosong didalam
kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan
menjadi kawasan hutan produksi serta tidak dibebani hak-hal lain.

(2) Keadaan topografi dengan kelerengan maksimal 25 % dan topografi pada
kelerengan 8 % sampai 25 % harus diikuti dengan upaya konsevasi tanah.

(3) Penutupan Vegetasi berupa nonm hutan (semak belukar, padang alng-alang, dan
tanah kosong atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi
kayu bulat berdiameter 20 cm keatas untuk semua jenis kayu dengan kubikan
tidak lebih dari 25 m3 per hektar.

(4) Terdapat masyarakat disekitar hutan sebagai sumber tenaga kerja.

(5) Bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam diareal usaha hutan tanaman,
dienclave sebagai blok konsevasi untuk diadakan pengaman oleh Pemegang Izin
Usaha Hutan Tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan sehingga
dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik.

Pasal 4

(1) Standar luas areal usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan Tanaman
untuk :
a. Orang pribadi, dengan luas areal sampai dengan 1000 (seribu) hektar dalam

satu wilayah Kabupaten Musi Rawas.



b. Koperasi masyarakat setempat, dengan luas areal sampai dengan 5000 (lima
ribu) hektar dalam satu wilayah Kabupaten Musi Rawas.

c. Badan Usaha Milik Negara, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu) hektar
sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah
Kabupaten Musi Rawas.

d. Badan Usaha Milik Daerah, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu) hektar
sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah
Kabupaten Musi Rawas.

e. Badan Usaha Milik Swasta /Asing, dengan luas areal diatas 5000 (lima ribu)
hektar sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam suatu wilayah
Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV
PERSYARATAN PEMOHON

Pasal 5

(1) Bagi pemohon orang pribadi dan koperasi diwajibkan mengajukan permohonan
yang dilengkapi dengan Projeck Proposal serta pertimbangan teknis dari Dinas
Kheutanan yang memuat/dilampiri peta lokasi yang dimohon dengan skala 1 :
100.000.

(2) Bagi Pemohon BUMN, BUMD, BUMS/Asing diwajibkan mengajukan permohoan
dilengkapi dengan :
a. Peta Citra Satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang

berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 :
100.000.

b. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan yang memuat/dilampiri peta lokasi
areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.

c. Usulan proyek (Project Proposal).
d. Akte Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahan yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang.
e. Laporan keuangan perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali yang baru

dibentuk.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB V
PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

(1) Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada dalam
wilayah Kabupaten Musi Rawas, maka BUMN, BUMD, BUMS/Asing, orang
pribadi dan koperasi mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Menteri Kehutanan, Gubernur Sumatera Selatanb, dan Dinas Kehutanan
Propinsi serta Dinas Kehutanan Kabupaten.

(2) Atas dasar pertimbangan tehnis oleh Dinas Kehutanan permohnan dimaksud ayat (1)
dapat ditolak/diterima oleh Kepala Daerah, dalam permohonan yang belum lengkap
kepda daerah mengeluarkan surat pemberitahuan yang disiapkan oleh Dinas
Kehutanan, dalam hal permohonan disetujui, maka Kepala Daerah menerbitkan
surat persetujuan prinsip sekaligus memerintahkan kepada:
a. Orang pribadi dan koperasi untukmelakukan penyusunan UKL/UPL paling

lambat (tiga) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip tersebut.
b. BUMN, BUMD, BUMS/Asing untuk melakukan feasibility study dan analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL paling lambat 6 (enam)
bulan setelah diterimanya persetujuan prinsip tersebut.



c. Analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL) UKL/UPL dinilai oleh
instansi yang berwenang.

(3) Atas dasar penilaian hasil Feasibility Study, (AMDAL) UKL/UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah dapat mempertimbangkan atau menyetujui
pemberian izin usaha hutan tanaman.

Pasal 7

(1) Dalam hal Kepala Daerah menolak pemberian izin usaha hutan tanaman, maka
Kepala Daerah menerbitkan surat penolakan yang disiapkan oleh Dinas Kehutanan.

(2) Dalam hal Kepala Daerah menyetujui izin usaha hutan tanaman (IUHT), maka :
a. Dinas Kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha hutan

tanaman (SPP-IUHT), yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Iuran izinusaha hutan tanaman dibayar paling lama 2 (dua) bulan setelah

diterimanya SPP-IUHT.
c. Pemohon menyetor Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman ke KAs Daerah paling

lambat 1 (satu) bulan setelah izin dikeluarkan.

Pasal 8

(1) Keputusan tentang IUHT diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah IUHT dan retribusi
IUHT dibayar lunas.

(2) Apabila pemohon IUHT tidak terlaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu telah ditetapkan atau tidak dilunasi IUHT
sebagaiman dimaksud ayat (1), maka proses pemberian IUHT yang dimaksud tidak
dilanjutkan atau batal demi hukum.

Pasal 9

(1) Izin Usaha Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh
lima) tahun ditambah (satu) daur tanaman pokok.

(2) Apabila Izin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir,
pada izin Usaha dapat diperbaharui atau diberikan Badan Usaha lain.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman sebagai pembayaran atas
pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Hutan Tanaman adalah pemberian izin untuk
melaksanakan penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran kayu dari
areal kawasan hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan pembangunan hutan
tanaman.

(2) Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.



BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR,

BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengukuran ruang, biaya
pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas areal yang dimohonkan.

(2) Besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Luas areal s.d 1000 Ha, dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000.000,- per izin.
b. Luas areal 1000 Ha s.d 5000 Ha, dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000.000,-

per izin
c. Luas areal 5000 Ha keatas, dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000.000,- per izin

(3) Retribusi terhutang dihitnung berdasarkan volume kayu yang dimohonkan
dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB VIII
TEKNIK SILVIKULTUR

Pasal 14

(1) Pengusaha Hutan Tanama dilaksanakan melalui Silkultur Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB), atau system Silvikultur lainnya yang telah diuji
melalui penelitian.

(2) Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam usaha Hutan Tanaman dapat terdiri
dari (satu) jenis (pola monokultur) atau berbagai jenis termasuk dicampur
dengan tanaman perkebunan.

(3) Budidaya tanaman pangan/semusim diantara larikan tanaman pokok dalam areal
Usaha Hutan Tanaman dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang
tumbuh serta mendukung ketahanan pangan daerah setempat, sepanjang tidak
mengganggu pertumbuhan tanaman pokoknya.

(4) Pelaksanaan persiapan lahan untuk Usaha Hutan Tanaman dilaksanakan dengan
Sistem Manual dan atau mekanis, sesuai dengan kondisi lapangan serta volume
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan,
teknis dan ekonomis, serta diperkenankan dilaksanakan dengan teknik
pembakaran.

(5) Badan Hukum pemegang izin Usaha Hutan Tanaman dalam pelaksanaannya
perlu bekerja sama dengan Koperasi/Masyarakat setempat dalam bentuk
borongan atas paket-paket kegiatan Usaha Hutan Tanaman sesuai dengan
kemampuan dan prinsip-prinsip usaha yang saling menguntungkan.



BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

(1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman mempunyai hak sebagai berikut :
a. Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha hutan tanaman yang

berkaitan dengan izin usaha ;
b. Melakukan pemanenan, pengolahan dan atau pemasaran atas tanaman yang

dibudidayakan ;
c. Mengagunkan hasil hutan tanaman sebagai aset hutan tanaman untuk

pengajuan kredit ;
d. Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah ;

(2) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman wajib melaksanakan ketentuan sebagai
berikut :
a. Membayar berbagai kewajiban financial kepada Negara, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususunya untuk komoditi
Perkebunan dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebersar 6%
dari harga jual komoditi tersebut :

b. Membuat rencana jangka panjang dan menengah Udsaha Hutan Tanaman
paling lama 12 (dua belas) bulan ssejak diterbitkan Izin Usaha Hutan
Tanaman yang disahkan Kepala Daerah dengan pertimbangan teknis Kepala
Dinas Kehutanan ;

c. Membuat Rencana Tahunan Udsaha Hutan Tanaman yang disahkan Kepala
Dinas Kehutanan ;

d. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lama 3 (tiga) bulan se4telah
diterbitkannya Izin Usaha bagi orang pribadi dan Koperasi dan paling lama
6 ( enam) bulan bagi BUMN, BUMD dan BUMS/Asing ;

e. Melaksanakan penataan batas areal dan penataan hutan dengan
Kompartemenissasi ;

f. Melaksanakan Usaha Huatan Tanaman berdasarkan Rencana Usaha Hutan
Tanaman serta mentaati ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku ;

g. Mempekerjakan secukupnya tenaga propesional dibidang kehutanan dan
bidang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan yang
berlaku ;

h. Menaa usahakan kegiatan usaha hutan tanaman dengan baik sesuai dengan
ketentuan standard akutansi keuangan yang berlaku ;

i. Mengadakan kemitraan dengan masyarakat sestempat terutama bagi BUMN,
BUMD dan BUMS/Asing dalam melaksanakan kegiatan Usaha Hutan
Tanaman ;

BAB X
S A N K S I

Pasal 16

(1) Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman yang melanggar ketentuan dapat

dikenakan sanksi berupa :

a. Pencabutan Izin Usaha Hutan Tanaman ;

b. Pengurangan areal kerja Usaha Hutan Tanaman;

c. Denda Administrasi ;

d. Penghentian Pelayanan Administrasi ;



(2) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh
pemegang hak diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini
serta diluar ketentuan pidana yang mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam
melaksanakan bkegiatan pemungutan hasil hutan yang tidak memenuhi standar
kinerja yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dikenakan denda sesua dengan
berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan. Ketentuan
mengenai tindakan,kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud
seperti tersebut diatas diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kreteria yang dpat dikenakan sanksi tersebut pada pasal 16 diatas ditetapkan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
HAPUSNYA IZIN

Pasal 18

(1) Izin Uasaha HUtan Tanaman hapus karena :
a. Jangka waktu yang diebriokan telah berakhir.
b. Dicabut oleh Pemerintah Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada izin.
c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum

jangka waktu yang diberikan berakhir.
(2) Hapusnya Izin sebagimana dimaksud ayat (1) dengan kewajiban pemegang izin

untuk :
a. Melunasi seluruh kewajiban financial serta memnuhi kewajiban-kewajiban

lain yang ditetapkan oelh Pemerintah Daerah.
b. Menyerahkan tanpa sarat atas bend tidak bergerak yang menjadi milik

perusahaan apabila belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
c. Menlaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka

berakhirnya izin sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) maka saran dan

prasarana serta tanaman yang telah dibangun dalam areal kerjanya menjadi
milik Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah dibebaskan dari tanggung jawab yang menajdi beban Badan
Usaha atau orang pribadi dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB XII
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 19

Apabila jangka waktu izin berakhir bisa diperpanjang dengan ketentuan :
a. Semua kewajiban baik yang menyangkut financial/administrasi maupun teknis

telah terpenuhi.
b. Menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan teknis Usaha Hutan Tanaman.
(2) Kepala Cabang Dinas Kehutanan / Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)

melakukan pengawasan lapangan kegiatan Usaha Hutan Tanaman.



BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Setiap Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) yang tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) sehingga mengakibatkan
kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Izin Usaha Hutan Tanaman yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan
Daerah ini tetap berlaku sampai dngan berakhirnya masa berlakunya izin.

(2) Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman yang telah mendapatkan persetujuan
pencadangan areal dari Menteri Kehutanan proses penyelesaian perizinannya
dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan.

(3) Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman yang belum mencapai persetujuan
pencadangannya, proses penyelesaian perizinannya sesuai dengan Peraturan
Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1SERI C

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 1111 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 15151515
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANPERUBAHAN ATASATASATASATAS PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN

DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TINGKATTINGKATTINGKATTINGKAT IIIIIIII MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 10101010 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 1999199919991999 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI
PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANANKESEHATANKESEHATANKESEHATANKESEHATAN

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 1999 Nomor 39 Seri D;

b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu
diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan DaerahTingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999
tentang Retribusi Daerah.



MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Lubuk Linggau.
7. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi,

diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan
lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KESEHATAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang mendpatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan
Laboratorium diwajibkan membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan
jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

Pasal 3

(1) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 15 Tahun 2001.

(2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan laboratorium kesehatan di Laboratorium
Kesehatan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf C Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001.

Pasal 4

(1) Menunjuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas untuk
melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah yang hasilnya harus disetorkan pada hari dan tanggal penerimaannya ke
Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

(2) Menunjuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas untuk
melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah yang hasilnya harus disetorkan pada hari dan tanggal penerimaannya ke
Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.



Pasal 5

(1) Sebagai tanda bukti penerimaan retribusi, para petugas pemungut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 harus menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada
wajib retribusi.

(2) Bentuk, isi serta tata cara penyampaian SPORD (Surat Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah) dan penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah),
disesuaikan dengan Sistem Mapatda.

(3) Tanda Bukti pembayaran Retribusi Kesehatan berbentuk karcis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, II,III dan IV Keputusan ini.

Pasal 6

Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari
hasil pemungutan yang telah disetor ke Kas Daerah yang pengaturannya akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Keputusan ini dengan Penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 7 Januari 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 7 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1SERI C

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 7 JANUARI 2002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RSUD LUBUK LINGGAU

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999
Pasal 8 ayat (3) jo Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001
Pasal I huruf B angka 1.

1. Biaya Rawat Jalan Dokter Umum...........................................................Rp.3.000,-*)
2. Biaya Rawat Jlan Dokter Spesialis......................................................... Rp.6.000,-*)
3. Biaya Rawat Jalan Gawat Darurat.......................................................... Rp.6.000,-*)

(Berlaku 1 x Kunjungan)

BAPENDA
NB :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 7 JANUARI 2002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RSUD LUBUK LINGGAU

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999
Pasal 8 ayat (3) jo Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001
Pasal I huruf B angka 1.

1. Konsultasi Medis Dokter Spesialis......................................................... Rp.25.000,-*)
2. Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi............................................ Rp.15.000,-*)

(Berlaku 1 x Kunjungan)

BAPENDA
NB :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 7 JANUARI 2002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RSUD LUBUK LINGGAU

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999
Pasal 8 ayat (3) jo Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001
Pasal I huruf B angka 1.

1. Untuk Pelajar dan Mahasiswa.................................................................Rp.3.000,-*)
2. Untuk melamar pekerjaan.......................................................................Rp.7.500,-*)
3. Untuk calon pengantin............................................................................ Rp.7.500,-*)
4. Untuk keperluan lain-lain....................................................................... Rp.5.000,-*)

(Berlaku 1 x Kunjungan)

BAPENDA
NB :
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TANGGAL : 7 JANUARI 2002

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RSUD LUBUK LINGGAU

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999
Pasal 8 ayat (3) jo Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2001
Pasal I huruf B angka 1.

Sudah terima dari :
……………………………………………………………………………………………………

Banyaknya :
Rp…………………(…………………………………………………………………………….)

Untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan atas nama :
Nama Penderita :

…………………………………………………………………………………………………..
Umur :

…………………………………………………………………………………………………..
Pekerjaan :

………………………………………………………………………………………………….
Alamat :

………………………………………………………………………………………………….

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. .................................................................................................. Rp.............................................

2. .................................................................................................. Rp.............................................

3. .................................................................................................. Rp.............................................

4. .................................................................................................. Rp.............................................

5. .................................................................................................. Rp.............................................

6. .................................................................................................. Rp.............................................

7. .................................................................................................. Rp.............................................

8. .................................................................................................. Rp.............................................

9. .................................................................................................. Rp.............................................

10. .................................................................................................. Rp.............................................

11. .................................................................................................. Rp.............................................

12. .................................................................................................. Rp.............................................

Jumlah......................................................Rp.............................................

Terbilang

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



Lubuk Linggau...................................................................................

MENGETAHUI : Petugas Unit.....................................................................

Kepala RSUD Lubuk Linggau

……………………………….

…………………………………..

BAPENDA
NB :
*) Diisi sesuai biaya retrinbusi pelayanan kesehatan yang dipungut

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 2222 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

SATUANSATUANSATUANSATUAN PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA PENAGGULANGANPENAGGULANGANPENAGGULANGANPENAGGULANGAN BENCANABENCANABENCANABENCANA DANDANDANDAN PENANGANANPENANGANANPENANGANANPENANGANAN PENGUNGSIPENGUNGSIPENGUNGSIPENGUNGSI
(SATLAK(SATLAK(SATLAK(SATLAK PBP)PBP)PBP)PBP) KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atas karena ulah manusia dan masalah
dan maslaah pengugsi yang terjadi sebagai dampak kerusakan atau konflik social
politik, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat,
tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan
rehabilitasi dan rekontruksi;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara
berdayaguna dan berhadilguna perlu melakukan perubahan Surat Keputusan
Bupati Musi Rawas Nomor 125/SK/Hansip dan penataan kembali tugas, fungsi
susunan organisasi dan Sekretariat Satuan Pelaksana Penanggulanmgan Bencana
dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu diatur dengan
Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertanahanan
Keamanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3491);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUGSI (SATLAK
PBP) KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengugsi
s4elanjutnya disebut dengan SATLAK PBP adalah wadh koordinasi yang bersifat
non structural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

(2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya
penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah
manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/migrasi, penyelamatan,
rehabilitasi dan rekonstruksi.

(3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya pelayanan
dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik,
baik social maupun politik yang terjadi pada suatu daerah yang meliputi kegiatan
pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan
pengembalian/rekolasi pengungsi.

Pasal 2

(1) Susunan SATLAK PBP Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :
Ketua : Bupati Musi Rawas
Wakil Ketua I : Dandim 0406 Musi Rawas
Wakil Ketua II : Kapolres Musi Rawas
Pelaksana Harian : 1. Asisten Tata Praja Setda Kab. Mura.

2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kab. Mura.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Mura
Anggota : 1. Kepala Bappeda Kab. Mura

2. Kepala Dinas Pekerjaan UmumKab. Mura
3. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kab.

Mura
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mura
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Mura
6. Kepala Dinas Pertambangan Kb. Mura
7. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mura
8. Kepala Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Mura
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Mura



10. Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan
Setda Kab. Mura

11. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Mura
12. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Setda

Kab. Mura
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mura
14. Camat, Danramil dan Kapolsek yang terkena

bencana atau yang terjadi pengungsian.

(2) Tugas SATLAK PBP Kabupaten Musi Rawas adalah :
a. Merumuskan dn menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi yang cepat, efisien dan efektif.
b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengnggulangan bencana dan

penanganan pengungsi secara terpadu.
c. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penaggulangan

bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan penyelamatan
rehabilitasi dan rekonstruksi.

(3) Bagan organisasi SATLAK PBP Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampit.

BAB II
SEKRETARIAT SATLAK PBP

Pasal 3

(1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada SATLAK PBP
dibentuk sebuah Sekretariat SATLAK PBP.

(2) Sekretariat SATLAK PBP bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi
kepada SATLAK PBP.

BAB III
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBP dan Sekretariat
SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan Kegiatan Teknis operasional Dinas/Instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan
kepada Dinas/Instnasi masing-masing.

Pasal 5

(1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana
atau penanganan pengungsi dapat diberikan langsungkepada korban bencana atau
pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PBP.

(2) Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan dan
penanganan pengungsi setelah dikoordinasikan dengan Ketua BAKORNAS PBP
dan SATKORLAK PBP, maka Ketua SATLAK PBP dapat menyalurkannya
kepada korban bencana atau pengungsi.

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaiman diatur dalam Keputusan ini
dilakukan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Musi Rawas
Nomor 125/SK/Hansip dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 7 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 3333 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 14141414
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PENGUJIANPENGUJIANPENGUJIANPENGUJIAN KENDARAANKENDARAANKENDARAANKENDARAAN BERMOTORBERMOTORBERMOTORBERMOTOR

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23
tanggal 16 Mei 2001 Seri B Nomor 2serta dengan diterbitkannya Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 606/KPTS/III/2001 tentang Penyerahan 6
(enam) Unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor beserta
Peralatan/Perlengkapannya Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, maka Peraturan Daerah
dimaksud dipandang perlu untuk dilaksanakan;

b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu
diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 606/KPTS/III/2001 tentang
Penyerahan 6 (enam) Unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor beserta
Peralatan/Perlengkapannya Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Rertribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.



MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 14 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi

adalah pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RERIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Usaha Pemilik Kendaraan Bermotor.
(2) Bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar (berdomisili) di Kabupaten Musi

Rawas dapat diuji di Kabupaten Musi Rawas setelah mendapat rekomendasi dari
penerbit buku uji.

Pasal 3

Besarnya tariff Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam
pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2001.

Pasal 4

Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan
pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang hasilnya harus disetor
kekas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 5

(1) Sebagai tanda bukti penerimaan Retribusi, para petugas pemungut sebagaimana
dimaksud pasal 4 harus menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Wajib
Retribusi.

(2) Bentuk isi serta tata cara penyampaian SPORD (Surat Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah) dan penerbit SKRD (Surat Ketetapan Objek Retribusi
Daerah), disesuaikan dengan system Manual Pendapatan Daerah (Mapatda).

(3) Tanda bukti pembayaran berbentuk karcis atau DPDII.20 sesuai dengan system
Manual Pendapatan Daerah (Mapatda).



Pasal 6

Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari
hasil pemungutan yang telah disetor ke Kas Daerah yang pengaturannya akann
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 7 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 4444 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN DEWANDEWANDEWANDEWANKETAHANANKETAHANANKETAHANANKETAHANAN PANGANPANGANPANGANPANGANKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan Pertanian bidang Ketahanan Pangan, sebagimana diamanatkan
dalam Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2001, dipandang perlu dibentuk
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa pembentukan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan
Dekonsentrasi;

6. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas yang
selanjutnya disebut Dewan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non structural yang dipimpin
oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah :



a. Mengkoordinasi dengan Instansti terkait dalam rangka membangun system
manajemen ketahanan pangan.

b. Perumusan kebijakan, penyusunan program dibidang pemantapan ketahanan
pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, harga dan kewaspadaan
kerawanan pangan.

c. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang ketahanan
pangan.

d. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.
e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan

pangan.

Pasal 3

Susunan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:
Ketua : Bupati Musi Rawas
Wakil Ketua I : Dandim 0406 Musi Rawas
Wakil Ketua II : Kapolres Musi Rawas
Wakil Ketua III : Wakil Bupati Musi Rawas
Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mura.

2. Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Kab. Mura.
Sekretaris : 1. Kasubdin Bimas dan Agribisnis Dinas Pertanian Kab. Mura

3. Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Mura
Anggota : 1. Kepala Bappeda Kab. Mura

2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kab. Mura

3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Mura
4. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Mura
5. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mura
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mura
7. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kab. Mura
8. Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kab. Mura
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kab. Mura
10. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Mura
11. Kepala Perhubungan Kab. Mura
12. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.

Mura
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mura
14. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Setda Kab.

Mura
15. Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Setda

Kab. Mura
16. Kepala Sub Dolog Lubuk Linggau
17. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Lubuk

Linggau
18. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Cabang Lubuk

Linggau
19. Kepala PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Lubuk

Linggau
20. Pimpinan Bank Central Asia (BCA) Lubuk Linggau
21. Pimpinan Bank Danamon Lubuk Linggau
22. Camat dalam Kabupaten Musi Rawas
23. Kepala Cabang Dinas Pertamina dalam Kabupaten Musi

Rawas.



BAB II
SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibantu olehSekretariat
Dewan.

(2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Kabupaten Musi Rawas.

(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan.

(4) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dn
administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III
KELOMPOK KERJA

Pasal 5

(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan
Ketahanan Pangan, Ketua Haruan dapat membentuk Kelompok Kerja yang
terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemantapan ketahanan pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata
kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 7 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 5555 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

TUGASTUGASTUGASTUGAS DANKEWENANGANDANKEWENANGANDANKEWENANGANDANKEWENANGANWAKILWAKILWAKILWAKIL BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Rawasdan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 5 Januari 2001 Nomor 1 Seri D, maka
dipandang perlu untuk meninjau dan memperbaharui Keputusan Bupati Musi
Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Musi
Rawas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu
diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

8. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Lembaga Wakil Bupati Musi Rawas.

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TUGAS DAN
KEWENANGAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.



d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
(1) Wakil bupati Musi Rawas mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
b. MEngkoordinasikan Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah ;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanan oleh Bupati Musi Rawas;
d. Menjalankan Tugas dan Wewenang Bupati sehari-hari apabila Bupati

Berhalangan atau berada diluar Daerah, berdasarkan Surat Penunjukan
Bupati.

(2) Wakil Bupati BErtanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Tugas dan Wewenang Wakil Bupati meliputi Urusan Pemerintahan,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.

(2) Rincian Tugas dan Wewenang Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah :
a. Bidang Perencanaan :

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan Daerah dalam bidang
perencanaan Pembangunan dan Penilaian atas pelaksanaannya.

b. Bidang Pemerintahan :
1) Menandatangani Buku Harian Camat dan Monografi Kecamatan;
2) Menandatangani Surat Peringatan Pertama dan Kedua terhadap

Pelanggaran Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah;
3) MEnendatangani Surat-surat yang berhubungan dengan administrasi

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum;

4) Memimpin rapat koordinasi baik antar instasi terkait Pemerintah Daerah
dengan Masyarakat, terutama dalam masalah pertanahan, masalah batas
wilayah dan masalah lainnya seperti nama jalan dan lorong, nama
lingkungan, nomor persil, nomor bangunan dan nomor rumah.

c. Bidang Kepegawaian :
1) Menandatangani Minut Surat Keputusan tentang Mutasi guru Kelas pada

Sekolah Dasar;
2) Menandatangani Minut Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji BErkala

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
d. Bidang Pengawasan :

1) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan memberikan
saran-saran kepada Bupati Musi Rawas;

2) Memberikan pembinaan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Melekat
(Built in Control) pada Usaha unit Kerja dalam Jajaran Pemerintah
daerah;

3) Menandatangani Surat Penyampaian hasil-hasil pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Musi Rawas termasuk lingkup kebijaksanaan dan tidak
memberikan keputusan.

e. Bidang Hukum :
Menandatangani Surata Edaran, Instruksi Keputusan mengenai
Pembentukan Panitia/Tim yang bersifat insidentil.

f. Bidang Pembinaan Masyaakat :
Menandatangani Surat Rekomendasi Izin Keramaian.



Pasal 4
Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang kewenagannya dilimpahkan oleh Bupati
Musi Rawas.

Pasal 5

Tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Wakil Bupati sebagaiman dimaksud
Pasal 3 Keputusan in, untuk dapat melaksanakan harus mendap[atkan persetujuan
prinsip Bupati, kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1,2 dan 3, dan
huruf d Keputusan ini.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan administrasi9, Wakil Bupati mempedomani Peraturaan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Keraja Sekretariat Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan Pelaksanaannya.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih loanjut oleh Bupati;

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 8
Tahun 2000 dan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati
Musi Rawas tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 7 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 6666 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 4444 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN
2002200220022002 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI IZINIZINIZINIZINMENDIRIKANMENDIRIKANMENDIRIKANMENDIRIKAN BANGUNANBANGUNANBANGUNANBANGUNAN

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi rawas
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka
dipandang perlu ditertibkan aturan pelaksanaannya;

b. bahwa pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a diatas perlu diatur dan diteapkan dengan Keputusan Bupati Musi
Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Daaerah Kabupaten Musi rawas Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.



4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi
Rawas;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Retribusi Izin Mendirikan Bangaunan adalah pembayaran atas pemberian Izin
Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau
badan termasuk merubah bangunan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RE4TRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 2
(1) Setiap orang Badan yang mendirikan / atau memperluas bangunan di Kabupaten

Musi Rawas diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Adapun persyaratan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan ssebagaimana

diatur dalam dspasal 12 Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4

Tahun 2002.

Pasal 3

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebgaimana diatur dalam

pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002;

(2) Bentuk dan Tata Permohonan dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V dan V Keputusan ini.

Pasal 4

(1) Menunjuk Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas untuk memproses

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;

(2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu membayar

luynas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke Kas Daerah melalui Badan

Pendapatan Daerah Kasbupaten Musi Rawas.

Pasal 5

Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari

hasil pemungutan yang telah disetor ke Kas Daerah.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 20 Juni 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978

KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS



NOMORNOMORNOMORNOMOR 7777 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN TIMTIMTIMTIM PENGAMANANPENGAMANANPENGAMANANPENGAMANAN DANDANDANDAN PEMANTAUANPEMANTAUANPEMANTAUANPEMANTAUANHARGAHARGAHARGAHARGA BERASBERASBERASBERAS PETANIPETANIPETANIPETANI
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan harga beras petani terutama pada saat panen
raya di Kabupaten Musi Rawas, dipandang perlu dibentuk Tim Pengamanan dan
Pemantauan harga beras ditingkat petani Tahun 2002;

b. bahwa pembentukan Tim Pengamanan dan Pemantauan harga beras sebagaimana
dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3239);

3. Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan
(Lmbaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3479);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan
Pangan;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang
Penetapan Kebijakan Perberasan;

9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 083/KPTS/IV/2002 tentang
Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Beras Asalan Petani
Sumatera Selatan Tahun 2002.

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN HARGA BERAS PETANI
KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I



PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1
(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas yang

selanjutnya disebut Dewan.
(2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non structural yang dipimpin

oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah :
(1) Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam rangka membangun system

menajemen katahanan pangan.
(2) Perumusan kebijakan, penyusunan program dibidang pemantapan ketahanan

pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, harga dan kewaspadaan
kerawanan pangan.

(3) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang ketahanan
pangan.

(4) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.
(5) Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan

penganekaragaman pangan.
(6) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan

pangan.

Pasal 3

Susunan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:
Ketua : Bupati Musi Rawas
Wakil Ketua I : Dandim 0406 Musi Rawas
Wakil Ketua II : Kapolres Musi Rawas
Wakil Ketua III : Wakil Bupati Musi Rawas
Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mura.

2. Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Kab.
Mura.

Sekretaris : 1. Kasubdin Bimas dan Agribisnis Dinas Pertanian
Kab. Mura

2. Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab.
Mura

Anggota : 1. Kepala Bappeda Kab. Mura
2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Koperasi Kab. Mura
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Mura
4. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Mura
5. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mura
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mura
7. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kab.

Mura
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Mura
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga

Berencana Kab. Mura
10. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Mura
11. Kepala Perhubungan Kab. Mura
12. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.

Mura
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mura



14. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Setda
Kab. Mura

15. Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan
Setda Kab. Mura

16. Kepala Sub Dolog Lubuk Linggau
17. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Lubuk

Linggau
18. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Cabang

Lubuk Linggau
19. Kepala PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang

Lubuk Linggau
20. Pimpinan Bank Central Asia (BCA) Lubuk Linggau
21. Pimpinan Bank Danamon Lubuk Linggau
22. Camat dalam Kabupaten Musi Rawas
23. Kepala Cabang Dinas Pertanian dalam Kabupaten

Musi Rawas.

BAB II
SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat
Dewan.

(2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Kabupaten Musi Rawas.

(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan.

(4) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dn
administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III
KELOMPOK KERJA

Pasal 5

(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan
Ketahanan Pangan, Ketua Haruan dapat membentuk Kelompok Kerja yang
terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemantapan ketahanan pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata
kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 April 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 30 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PENJABARANPENJABARANPENJABARANPENJABARAN PERHITUNGANPERHITUNGANPERHITUNGANPERHITUNGAN ANGGARANANGGARANANGGARANANGGARAN PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN KEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN DANDANDANDAN PROYEKPROYEKPROYEKPROYEK
ANGGARANANGGARANANGGARANANGGARAN PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN DANDANDANDAN BELANJABELANJABELANJABELANJA DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2001200120012001

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. PEraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung
Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975
Nomor 5);

4. Peraturan Pemeraintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah fan
Penyusunanan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1975 Nomor 6 );

5. PEraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-1316 tanggal 18 Spetember 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
BElanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BElanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;l

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tel;ah diubah dengan
Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Pembedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;



11. Keputusan MEnteri Dal;am Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan
Susunan Anggaran ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bentuk
dan Susunan Anggaran;

13. Peraturan Daerah Kebupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2001;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 9 Tahun 2002.

15. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 179.a Tahun 2001 tentang P[enjabaran
Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2001.

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN ANGGARAN 2001.

PasalPasalPasalPasal 1111

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut :

a.Realisasi Anggaran Pendapatan :
- Pendapatan................................ Rp. 298.520.621.105.08,-

b. BELANJA :
- Rutin......... Rp. 152.981.915.678,53,-
- Pembangunan Rp. 66.766.014.714,90,-

Jumlah ............................Rp. 219.747.930.393,43,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih sejumlah........................ Rp. 78.772.690.711,65

PasalPasalPasalPasal 2222

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan.................................. Rp. 11.509452.398,-
b. Belanja........................................ Rp. 11.509.452.398,-

PasalPasalPasalPasal 3333

(1) Uraianj Realisasi Anggaran Pendapatan menurut Lampiran c/1 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

(2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/I sebagaiman tercantum dala
Lampiran II Keputusan ini ;

(3) Uraian Realisai Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Keputusan ini ;



PasalPasalPasalPasal 4444

Lampiran-lampiran sebagaiman dimaksud pasal 3, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 25 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 9999 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS NOMORNOMORNOMORNOMOR 12121212
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002 TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN

JASAJASAJASAJASA ANGKUTANANGKUTANANGKUTANANGKUTAN SUNGAISUNGAISUNGAISUNGAI DANDANDANDAN DANAUDANAUDANAUDANAU

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Angkutan Sungai dan
Danau yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawasd Tahun 2002 Nomor 4 Seri B maka Peraturan Daerah dimaksud
dipandang perlu untuk dilaksanakan;

b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kot Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah
dan KEwenagan Propoinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah NOmor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Retribusi Jasa Angkutan Sungai dan Danau.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 12 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan adalah Badan Pendapatan DAerah Kabupaten Musi Rawas
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Retribusi Pelayanan JAsa Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya

disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan angkutan sungai,
danau dan penyebrangan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 2

(1) Objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
kegiatan usaha angkutan sungai danau dan penyebrangan.

(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan
dibidang jasa angkutan sungai danau dan penyebrangan.

Pasal 3

Besarnya tariff Retribusi Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyebrangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Musi RAwas Nomor 12 Tahun 2002.

Pasal 4

Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan
pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
yang hasilnya harus disetorkan pada hari dan tanggal penerimaannya ke Kas Daerah
melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 5

(1) Sebagai tandabukti penerimaan retribusi, para petugas pemungut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 harus menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada
wajib retribusi.

(2) Tanda bukti pembayaran berbentuk karcis atau surat setoran retribusi daerah.



Pasal 6

Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari

hasil pemungutan yang telah disetor ke Kas Daerah yang pengaturannya akan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

BAB III
POS PENGAWASAN DAN TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pos Pengawasan dan tempat pemungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Terawas di :

a. Desa Batu Gane.

b. Desa Selangit.

2. Kecamatan Karang Jaya di :

a. Desa Sukaraja

b. Desa Muara Tiku

3. Kecamatan Karang Dapo di :

Kelurahan Karang Dapo

4. Kecamatan Muara Rupit di :

a. Kelurahan Muara Rupit.

b. Desa Noman

5. Kecamatan Rawas Ulu di :

Kelurahan Surulangun

6. Kecamatan Rawas Ilir di :

a. Kelurahan Bingin Teluk

b. Desa BM II Bingin Teluk (Desa Transmigrasi)

c. Desa Pauh

7. Kecamatan Muara Kelingi di :

Kelurahan Muara Kelingi

8. Kecamatan Muara Lakitan di :
a. Kelurahan Muara Rupit
b. Desa Semangus

c. Desa Lubuk Pandan

d. Desa Prabumulih

e. Desa Senanyar



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai

pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 Oktober 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 10101010 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

IZINIZINIZINIZIN USAHAUSAHAUSAHAUSAHA ANGKUTANANGKUTANANGKUTANANGKUTAN DARATDARATDARATDARAT

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan terhadap pelayanan dibidang angkutan jalan dan
untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor PErhubungan,
perlu mengatur pembinaan dan pemungutan retribusinya;

b. bahwa sesuai dengan surat pimpinan Dewan Perwakilam Rakyat Daerah
(DPRD)( Kabupoaten Musi Rawas tanggal 14 Oktober 2002 Nomor
005/628/DPRD/2002 perihal pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

c. Bahwa untuk memnuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah.



MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN
DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiUn, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan
sungai dan danau penyeberangan sesuai dengan paeraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor,
mobil penumpang dan mobil bus.

8. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaran
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang
penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang
khusus.

9. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

10. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau
untuk mengangkut barang-barang khusus.

11. Kendaraan adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian
kendaraan bermotor angkutan umum pada Wilayah yang telah ditetapkan
untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada wilayah Kabupaten.

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribnusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka atas pemberian izin kapada orang pribadi,
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemangfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Wajib Retribusi adalh orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang mrupakan batas waktu bagi
wajipb retribusi utnuk memanfaatkan jasa angkutan sungai, danau dan
penyeberangan.

15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan danpembayaran retribusi
yang teruntang menurut peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarnnya jumlah retribusi yang terutang;



17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi
daerah yang yang telah ditetapkan;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat
keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebuih beasr dari pada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnnya terhutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap
STRD adalah SKRD,SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah;

22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

SERTA SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Darat dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan Darat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap usaha yang memberikan pelayanan pelayanan jasa
angkutan darat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Tempat Usaha dari Kepala Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan Darat digolongkan sebagai retribusi perizinan
tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnnya tarif Retribusi
dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa pemberian Izin
Usaha Angkutan Darat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan.



BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha angkutan.
(2) Besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai

berikut :

I. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum.
a. Mobil Angkutan Umum 10-15 orang
b. Mobil Angkutan Umum 16-27 orang
c. Mobil Angkutan Umum > 28 orang

II. Izin Usaha Angkutan Barang Umum/Tak Umum.
a. Mobil Barang Daya Angkut < 1350 Kg
b. Mobil Barang Daya Angkut < 8000 Kg
c. Mobil Barang Daya Angkut < 8000 Kg

III. Izin Usaha Kendaraan Khusus.
a. Mobil Barang Daya Angkut <1350 Kg
b. Mobil Barang Daya Angkut <8000 Kg
c. Mobil Barang Daya Angkut <8000 Kg
d. Kereta Trepelan/Gandeng.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha angkutan
darat diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangkja waktu yang lamannya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

Surat pendaftaran bagi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
adalah sebagai berikut :
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatngani oleh wajib retribusi atau kuasannya.
(3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan pennyampaian SPdORD sebagaimana

dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.



BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) ditetapkan
Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi
yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau doikumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retri9busi diatur dengan

Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alas
an-alasan yang jelas.



(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak SKRD atau dokkumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan
Kepala Daerah tidka memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dlam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan unuk melunasi hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara

tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ;
a. Nama dan alamat wajib retribusi
b. Mass retribusi
c. Besarnya kelebihan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas



(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
langsung atau melelui Pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buku pengiriman Pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (4), poembayaran dilakukan
dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan.
(2) Pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

BAB XVII
KADARLUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadarluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dejak saat terhutngnya retribusi, kecuali
apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadarluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila:
a. Diterbitkannya surat teguran ; atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling bannyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaiman dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PEmerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebgaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.



(2) Wewenang penyidik sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterngan atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterngan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterngan mengenai orang pribadi

datau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

c. Meminta keterngan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan penggeldahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan

tindak pidana dibidnag retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada

huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi

daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannnya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikathukan dimulainnya

penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikan dan mennyampaikan hasil

penyidikannnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan
penempatannya dala Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 Oktober 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 11111111 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PETUNJUKPETUNJUKPETUNJUKPETUNJUK SUSUNANSUSUNANSUSUNANSUSUNANORGANISASI,ORGANISASI,ORGANISASI,ORGANISASI, FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI DANDANDANDAN TUGASTUGASTUGASTUGAS LEMBAGALEMBAGALEMBAGALEMBAGA
PEMBERDAYAANPEMBERDAYAANPEMBERDAYAANPEMBERDAYAANMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT (LPM)(LPM)(LPM)(LPM)

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan
Kembali LKMD atau sebutan lain dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di
Desa/Kelurahan, maka dipanmdang perlu adanya pedoman/petunjuk susunan
organisasi, fungsi dan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;

b. bahwa pedoman/petunjuk sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur
dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Kembali LKMD
atau sebutan lain :

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Keabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di

bawah Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adapt ostiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasaional
dan berada di Daerah Kabupaten.



5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja

Pemerintah desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan

PErwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di seda yang
berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintah desa.

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yanf selanjutnya disebut LPM adalah
Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka
perencanaan pembangunan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkedudukan di Desa/Kelurahan yang
merupaklan Lembaga Masyarakat yang bersifat local dan secara organisasi berdiri
densiri serta merupakan wadah pastisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Pemerintah
Desa/Kelurahan dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi
masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu,
baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong
masyarakat dan menciptakan kondisi yang dinamis dalam rangka mengembangkan
ketahanan di Desa/Kelurahan.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksdu dalam pasal 3, Lembaga
Perberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi :
a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan.
b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan

Pancasila.
c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakan swadaya gotong royong

masyarakat untuk membangun.
d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat

antar warga masyarakat.
e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk

pembangunan.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah

Desa/Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga
Perberdaya Masyarakat (LPM) mengusahakan :
1. Terpenuhinya kebutuhan sesensiil masyarakat.
2. Tersusunya rencana dan pelaksanaan pembangunn sesuai dengan kemampuan

setempat.
3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara

lintas sektoral.



4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan.
5. Adanya peningkatan perluasan lapangan kerja.
6. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
7. Pemerataan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
8. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan

manfaat pembangunan.
9. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian

masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan
kearah kemajuan.

10. Terjaminnya perkembangn dan kerukunan dalam kehidupan antau umat
beragama.

11. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan
ketentraman dirinya terjanin.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM) terdiri dari Ketua
Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi disesuaikan dengan
kebutuhan Desa/Kelurahan masing-masing.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pengurus Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM) teridiri dari Pemuka Masyarakat
antara lain Pemuka adapt, agama, pendidik, cendikiawan, pemuda dan pimpinan
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan setempat yang syarat-
syaratnya sebagai berikut :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap

masyarakat.
d. Sebagai pendudukl Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap.
e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
f. Berumur 17 tahun keatas atau telah pernah kawin.

Pasal 7

(1) Calon pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing
Dusun/Lingkungan.

(2) Pemilihan pengurus Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM) dilakukan secara
musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.

(3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksdu ayat (2) diajukan
kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa/Lurah yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

(4) Masa bakti pengurus ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
setelah habis masa baktinya.



Pasal 8

Pengurus berhenti dan dapat diberhentikan karena :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan dii.
c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain.
d. Berakhirnya masa baktinya.
e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus.
f. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 9

(1) Ketua Umum mempunyaitugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab
Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM).
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Ketua Umum mempunyai fungsi :
a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Perberdaya

Masyarakat (LPM).
b. Melaksanakan koordinasi dengan pengurus lainnya.
c. Membina Kader Pemberdayan Masyarakat (KPM) sebagai tenaga penggerak

pembangunan yang dinamis.

(2) Ketua-ketua mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin tugas
membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga
Perberdaya Masyarakat (LPM) dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Untuk menjalankan tugas dimaksud Ketua-ketua mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi yang berada dibawahnya.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

(3) Sekretaris membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan
administrasi dan pelayanan.
Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Menjalankan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan

penyusunan laporan.
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan Ketua-ketua.

(4) Bendahara mempunyaitugas menjalankan administrasi keuangan yang dihimpun
dari swadaya masyarakat termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak
dan penyimpanan uang.
a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan

penyimpanan uang.
b. Mengadakan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

(5) Ketua-ketua Seksi mempunyai tugas meminpin dan mengendalikan seksi
masing-masing.
Untuk menjalankan pembangunan tugas tersebut Ketua-ketua Seksi mempunyai
fungsi :
a. Menyusun rencana pembangunn sesuai dengan bidang masing-masing.
b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana.
c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian

pelaksanaan pembangunan.
d. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidang masing-masing.
e. Mengikuti perkembangan dn mencatat segala kegiatan dalam seksinya.
f. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
g. Membuat laporan secara berkala.
h. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua.
i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.



Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya para anggota dan pengurus Lembaga Perberdaya
Masyarakat (LPM) mengutamakan dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
KELOMPOK KERJA

Pasal 11

(1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah

(Dusun/Lingkungan) atau jenis lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Setiap Kelompok Kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang

bersangkutan.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Hubungan Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM) dengan Pemerintah

Desa/Kelurahan merupakan mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Lembaga Kemasyarakatan wajib

melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan

lembaga yang bersangkutan maupun antar Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang

ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber dana Lembaga Perberdaya Masyarakat (LPM) diperoleh dari :

a. Swadaya masyarakat baik berupa dna maupun daya.

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 Oktober 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978



KEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSANKEPUTUSAN BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 12121212 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2002200220022002

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PENJABARANPENJABARANPENJABARANPENJABARAN TUGASTUGASTUGASTUGAS POKOKPOKOKPOKOKPOKOKDANDANDANDAN FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI SEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN
MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS DANDANDANDAN SEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIATSEKRETARIAT DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATENMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATIMUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupoaten Musi Rawas
Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 19 September 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas, maka perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,
perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas ang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kbupaten Musi Rawas dan Sekretarait Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kot Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undnag Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organiksasi dan Tata Kerja Sekretraiat Daerah Kabupaten Musi
Rawas dan Sekretariat Dewaan Perwakilan Rakayat Daerah Daerah Kabupaten
Musi Rawas.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomr 8 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturanm Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organiksasi dan Tata Kerja Sekretraiat Daerah
Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewaan Perwakilan Rakayat Daerah
Daerah Kabupaten Musi Rawas.



MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS DN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerahadalah Kepala Derah beserta Perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
4. Pemerintah Daertah adalah Penyelenggaraan Pemerintahn DAerah Otonom oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rkyat Daerah menurut azas
Desentralisasi;

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan;

7. Daerah Otonom, selanjunya disebut Daerah adalah kesatuanmasyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mangatur dan mengurus
kepentingan masyarkat setempt menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahanm yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembag Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan
kebutuhan daerah;

9. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
12. Sekretariat DPRD adal;ah Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas;
13. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah adalah unsure staf Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di

bawah dan tanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta
memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh Perangkat Daerah.



Pasal 4

Dalam memyelengggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini,
Sekretariat daerah mempuyai fungsi :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
b. Pengelolaan sumber daya aparatur, keungan, prasarana dan sarana Pemerintahan

Daerah;
c. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
d. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti

mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk
teknis serta mamantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan,
p[embangunan dan pembinaan nmasyarakat;

e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perngkat Daerah;

f. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas
pokok pemerintahan;

g. Pelaksanaan hubungan mmasyarakat dan hubungan antara lembaga;
h. Pelaksanaan tugas lain yangh diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi secretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:
a. Asisten Tata Praja;
b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi.

(2) Masing-masing susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini membawahkan :
a. Asisten Tata Praja, TERDIRI DARI :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b. Sub Bagian Perintahan Desa dan Administrasi Desa;
c. Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Desa;
d. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;

2. Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian PEraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Huikum;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perpustakaan;
d. Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik.

4. Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan:
a. Sub Bagian Analisis PEncegahan Dampak Lingkungan;
b. Sub Bagian Pengevaluasian dan Pengendalian;
c. Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian ekonomi, membawahkan :
a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
b. Sub Bagian Produksi Daerah;
c. Sub Bagian Pengelolaan Dana Bergulir.



2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan, membawahkan :
a. Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
c. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

c. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Keungan, membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran rutin;
b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
c. Sub Bagian Pembukuan;
d. Sub Bagian Pembendaharaan Rutin ;
e. Sub Bagian Pembendaharaan Pembangunan;
f. Sub Bagian Vertifikasi dan Kas.

2. Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
d. Sub Bagian Protokol;
e. Sub Bagian Kearsipan

3. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Pengadaan;
c. Sub Bagian Peyimpanan dan Distribusi;
d. Sub Bagian Aset Daerah;

4. Bagian Komonikasi dan Informsi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kehumasan;
b. Sub Bagian Media Penerangan;
c. Sub Bagian Penerangan Langsung;
d. Sub Bagian Program dan Pengolahan Data Kehumasan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
TATA KERJA

Pasal 6

Asisten sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal 5 Keputusan ini, berada
dibawah dan tanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dareah.

Paragraf 1

ASISTEN TATA PRAJA
Pasal 7

Asisten Tata praja, mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan dan mengkoodinasikan perumusan peraturan perundang-undangan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perpustakaan, Pengelolaan Data
Elektronik. Kepegawaian serta pembinaan pengendalian dampak lingkungan.



Pasal 8
Dalam Penyelengaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Keputusan ini,
Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :

a. Mengkoodinasikan dan pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pengendalian dampak lingkungan;

b. Perumusan bahan kebijaksanaan, penyusunan program dan petunjuik teknis
serta memantau penyenggaraan npemerintahan serta pengendalian dampak
lingkungan;

c. Pembinaan dan koordinasikan penataan kelembagaan, organisasi dan tata kerja
perangkat daerah, perpustakaan, pengelola dan elektronik, kepegawaian
secretariat daerah Kabupaten Musi Rawas;

d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
e. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasikan perumusan peraturan

perundang-undangan;
f. Pelaksana tugas lain yang lain yang diberikan Setda sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

PasalPasalPasalPasal 9999

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan
Perangkat Daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan, pembinaan Perangkat Desa/ Kelurahan, persiapan pengembangan
wilayah dan penentuan batas wilayah

PasalPasalPasalPasal 10101010

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud paa pasal 9 Keputusan ini,
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan
rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;

b. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan
dalam rangka pembinaan perangkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, serta
Lembaga Desa;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
administrasi penyelenggaraan pemerintahan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan
wilayah Daerah ;

e. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan evaluasi atas
pelaksanaannya;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau
tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

g. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisten sesuai dengan bidang
tugasnya.

PasalPasalPasalPasal 11111111

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan dan penataan Perangkat Daerah di Kecamatan;



b. Menyiapkan, mengklarifikasikan dan mengolah data dan bahan dalam rangka
pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan
administrasi kependudukan;

c. Menghimpun dan menyajikan data serta permasalahan yang berhubungan
dengan Pemilihan Umum;

d. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pencalonan,
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Sekretaris Daerah, Camat.
Sekretaris Kecamatan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan pemerintahn Desa/Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan;
b. Mengumpulakan bahan data dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan

prasarana fisik Desa/Kelurahan;
c. Melaksanakan pengumpulan data, klasifikasi dan analisa data serta penelitian

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Desa/Kelurahan;
d. Mengumpulkan, mengklasifikasikan data, analisa permasalahan yang

berhuibungan dengan pemerintahan data administrasi Desa/Kelurahan;
e. Melaksanakan tugas lain ang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

(3) Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Deasa, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan pemerintahn Desa/Kelurahan, Lembaga Desa/Badan
Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja
sama antara kota;

c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta menyusun data tentang
perubahan batas Desa, penghapusan, penyatuan dan pemekaran Desa;

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait tentang batas wilayah
kota;

e. Melaksanakan tugas lain ang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

(4) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

pengelolaan keuangan, kekayaan dab pendapatan Desa/Kelurahan;
b. Menyiapkan bahan penyusun petunjuk dan tata cara penggunaan dan pembukuan

atatus harta kekayaan Desa/Kelurahan;
c. Menginventarisir tanah-tanah Desa, bangunan, pendapatan Desa dan kekayaan

Desa/Kelurahan;
d. Menghimpun dan mengolah bahan dan data dalam rangka penyusunan serta

pemecahan permasalahan yang berhubungan sengan keuangan, kekayaan dan
pendapatan Desa/Kelurahan;

e. Melaksanakan tugas lain ang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

PasalPasalPasalPasal 12121212

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan
peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum,
mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.



PasalPasalPasalPasal 13131313

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini,
Bagian Hukum mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah, rancangan

Keputusan Bupati;
b. Menelaah dan mengevaluasi data-data dalam merumuskan dan menyiapkan bahan

rancangan Peraturan Daerah, rancangan Keputusan Bupati;
c. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur

Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
d. Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum

dan melakukan dokumentasi hukum;
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisten sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :
a. Meneliti dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan

peraturan perundang-undangan kepada unit kerja terkait, menelaah dan
mengevaluasi pelaksanaannya;

b. Meneliti dan mengkaji rancangan Peraturan Daerah, KEputusan Bupati dan
Instruksi Bupati dari unit kerja terkait;

c. Menyiapkan bahan dan mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah dengan
pihak DPRD;

d. Menelaah dan mengembangakan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok Pemerintah Daerah;

e. Menelaah dan mengkaji produk hukum Daerah bawahan;
f. Mempersiapkan dan meniliti persyaratan dalam rangka pemberian perizinan

tertentu;
g. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisten sesuai dengan bidang

tugasnya.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan, mengupulkan dan menginvetarisasikan bahan-bahan

dalampenyelesaian hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada pegawai
dilingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan perkara dalam bidang
kedinasan;

b. Menyaipkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur
Pemerintah Daerah mengenai masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan
tugas Pemerintah Daerah;

c. Menyaipkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan npenyelenggaraan
dan pembentukan kelompok bantuan hukum/pelayanan hukum;

d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyuluhan hukum;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.



(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas :
a. Mengundangkan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati dalam Lembaran Daerah;
b. Menhimpun dan melakukan dokumentasiproduk-produk hukum, dokumentsi

Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran Dokumen Hukum;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan p[ublikasi dokumen hukum kepada unit

kerja yang membutuhkan;
d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan

system jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;
e. Menyiapkan bahan pelaporan produk hukum daerah dan pelaksanaan tugas

lainnya;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

PasalPasalPasalPasal 15151515

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, perpustakaan,
kepegawaian dan mengolahan data elektronik.

PasalPasalPasalPasal 16161616

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini,
Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan

penataan kelembagaan dan organisasi Perangkat Daerah;
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan dan

kepegawaian;
c. Menyusun perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan pelayanan

perpustakaan daerah;
d. Menyusun perumusan kebijakan teknis dibidang mengolah data secaa elektronik;
e. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas pengelolaan data kepegawaian

Sekretariat Daerah;
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan

yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisten sesuai dengan bidang

tugasnya.

PasalPasalPasalPasal 17171717

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mensistematikan data informasi, permasalahan tentang

kelembagaan untuk perbaikan system tata kerja dan metode kerja dilingkungan
Pemerintah Daerah;

b. Meneliti dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan
Instruksi Bupati tentang penyempurnaan pengembangan
pembentukan/penghapusan satuan organisasi lembaga Pemerintah Daerah;

c. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data serta menyiapkan dan
menyusun petunjuk standarisasi pengaturan sarana kerja;

d. Mengumpulkan bahan perubahan prosedur kerja, system dan metode kerja;
e. Melakukan penelitian mengenai system dan metode kerja, pembinaan dan

penataan system metode prosedur kerja serta Pendayahgunaan Aparatur Negara
(PAN);



f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian

Sekretariat Daerah;
b. Menyiapkan bahan dan koordinasi penempatan Calon Pegawai dan pengusulan

pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Sekretariat;
c. Melakukan urusan kenaikan gaji berkala, izin cuti dan urusan kepegawaian

lainnya termasuk tenaga honorer dilingkungan Sekretariat Daerah;
d. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Sekretariat

Daerah dan koordinasi pelaksanaannya;
e. Menyiapkan bahan dan memproses pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional

serta mutasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah;
f. Menyiapkan bahan, mensistimatisasikan data, menyusun pedoman dan petunjuk

teknis p0embinaan peningkatan nprestasi kerja para pegawai negeri dalam rangka
peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja;

g. Memelihara arsip DP3 serta dokumen Pegawai lainnya dilingkungan Sekretariat
Daerah;

h. Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan data Kepegawaian dilingkungan
Sekretariat Daerah dan pelaporannya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis dan pembinaan bidang

perpustakaan Daerah.
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan bahan

pustaka serta memelihara daftar buku kepustakaan ;
c. Menyelengarakan pelayanan perpustakaan umum Daerah ;
d. Menginventariskan hasil pengumpulan bahan-bahan koleksi perpustakaan serta

menampung penawaran buku-buku baik langsung maupun tidak langsung untuk
meningkatkan bahan koleksi ;

e. Merencanakan pengadaan buku-buku ilmu pengetahuan, bulletin dan majalah
guna menunjang tugs pokok Pemerintahan Daerah ;

f. Melakukan tugas lain yang memberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan

Sistem Informasi Daerah ;
b. Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi pengolahan data

yang dibutuhkan ;
c. Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian arus data masukan dan keluaran,

pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan
perangkat keras/lunak komputer ;

d. Melakukan koordinasi dengan unit kerjayang terkait dengan sistem informasi dan
kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data
elektronik ;

e. Memberikan bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada
unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18



Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang pengendalian
dampak lingkungan.

Pasal 19

Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang pengendalian
dampak lingkungan mempunyai fungsi :
a. Menyusun perumusan kebijakan operasional dan pembinaan teknis pencegahan

dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas
lingkungan ;

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;

c. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas
pengendalian dampak lingkungan ;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan
lingkungan ;

e. Menyiapkan bahan dan informasi serta merekomendasi izin dalam pelaksanaan suatu
usaha / kegiatan yang berhubungan dengan buangan / limbah industri agar kelestarian
fungsi lingkungan dapat tetap terjaga ;

f. Memberikan saran dan pertimbagan kepada atasan tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;

g. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisiten sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Analisis Pencegahan Dampak lingkungan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan

pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan ;
b. Menyiapkan bahan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL) pengembangan kelembagaan dan pengingkatan kualitas dan kapasitas
lingkungan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan ;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

(2) Sub Bagian pengevaluasian dan pengendalian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pengawasan dan petunjuk teknis

pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan
lingkungan ;

b. Menyiapkan bahan dalam pemberian rekomendasi izin dalam pelaksanaan suatu
usaha / kegiatan yang berhubungan dengan buangan / limbah industri agar
kelestarian fungsi lingkungan dapat tetap terjaga ;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam
rangka evaluasi pengawasan dan pengendalian terhadap dampak dan kerusakan
lingkungan ;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

(3) Sub Bagian pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas :



a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan
pemulihan kualitas lingkungan ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam
rangka pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan terhadap dampak dan
kerusakan lingkungan ;

c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis penanggulangan pencemaran dan kerusakan
lingkungan ;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 21

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengkoordinasikan dibidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah serta
Kesejahteraan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 keputusan ini,
Asisiten Administrasi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan

pembangunan Daerah, Pembangunan antar Daerah, peningkatan produksi
pertanian, industri pertambangan dan energi, perusahaan daerah, perbankan
daerah dan transportasi ;

b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang kesejahteraan rakyat, agama, pendidikan, kebudayaan serta pemberdayaan
perempuan ;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Pasal 23

Bagian Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan
pedoman, petunjuk teknis, pembinaan dan memonitor perkembangan dibidang sarana
perekonomian dan peningkatan produksi serta pengendalian.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 keputusan ini,
Bagian Ekonomi mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan Bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri,
transportasi, komunikasi , pertambangan, dan energi, kepariwisataan, koperasi,
perkreditan, permodalan, dan perbankan serta perusahaan Daerah ;

b. Mengumpulkan Bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta
Pengolahan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ;

c. Mengumpulkan, mengkoordinasikan, memantau, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penyaluran dana revolving/bergulir di Daerah ;

d. Mensistematisasikan dan mengklasifikasikan permasalahan yang timbul dalam
bidang perekonomian ;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;

f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Asisten sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 25



(1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengelolah data koperasi perburuhan, perusahaan Daerah,

Obyak Wisata, dan Jasa Transportasi, Perkreditan, Permodalan, Perusahaan
Daerah, PMDM, PMA, dan Sarana Prekonomian lainnya ;

b. Mengadakan pembinaan terhadap pengelolaan sarana Perekonomian ;
c. Meneliti dan memproses penerbitan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
d. Mengadakan koordinasi dan memfasilitasi sebagai upaya optimalisasikan

pemanfaatan sarana perekonomian ;
e. Mengadakan evalusi sebagai bahan dan mengajukan saran kebijakan kepada

pihak atasan sebagai usaha pengembangan Sarana Perekonomian ;
f. Membuat laporan secara periodik terhadap hasil kerja ;
g. Mengadakan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang

langkah/tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya ;

(2) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengelolah data Produksi Pertanian, Perkebunan,

Perikanan, Peternakan, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, dan Produksi
Daerah lainnya ;

b. Mengadakan pembinaan terhadap pengelolaan Produksi Daerah ;
c. Meneliti dan memproses penerbitan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
d. Mengadakan koordinasi dan memfasilitasi sebagai upaya optimalisasikan

pemanfaatan Produksi Daerah ;
e. Mengadakan evalusi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan saran

kebijakan kepada pihak atasan langsung tentang langkah/tindakan yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya ;

f. Membuat laporan secara periodik terhadap hasil kerja ;
g. Mengadakan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya ;

(3) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas :
a. Menghimpun dan mengelolah data guna menyusun program pembinaan

dibidang penyaluran dana revolving di Daerah ;
b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dibidang penyaluran dana revolving ;
c. Persiapan proses pinjaman dana revolving / bergulir sesuai dengan ketentuan

yang berlaku ;
d. Memberikan pertimbangan langsung atas kelayakan penyaluran revolving /

bergulir ;
e. pelaksanaan bantuan dana revolving ;
f. Mengadakan Evaluasi, saran dan kebijakan kepada pihak atasan untuk

tertibnya penyaluran dana revolving / bergulir ;
g. Melaksanakan tugas penagihan kelapangan bagi peserta yang melakukan

tunggakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya ;

Pasal 23

Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan
pedoman, petunjuk teknis, pembinaan dan memonitor serta pengendalian evaluasi dan
pelaporan administrasi pembangunan.

Pasal 27



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal 26 keputusan ini bagian
pembangunan mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan dan mengelolah data koperasi perburuhan, perusahaan Daerah,
Obyak Wisata, dan Jasa Transportasi, Perkreditan, Permodalan, Perusahaan
Daerah, PMDM, PMA, dan Sarana Prekonomian lainnya ;

b. Mengadakan pembinaan terhadap pengelolaan sarana Perekonomian ;
c. Meneliti dan memproses penerbitan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya ;
d. Mengadakan koordinasi dan memfasilitasi sebagai upaya optimalisasikan

pemanfaatan sarana perekonomian ;
e. Mengadakan evalusi sebagai bahan dan mengajukan saran kebijakan kepada

pihak atasan sebagai usaha pengembangan Sarana Perekonomian ;
f. Membuat laporan secara periodik terhadap hasil kerja ;
g. Mengadakan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang

langkah/tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;
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DAMPAK
LINGKUNGAN

BAGIAN
KOMUNIKASI
& INFORMASI

SUBBAG
PERPUSTAKAAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KELEMBAGAAN &

KETATA LAKSANAAN

BAGIAN
ORGANISASI

SUBBAG
PENGOLAHAN DATA

ELEKTRONIK

SUBBAG
ANALISIS

PENCEGAHAN
DAMPAK LING

SUBBAG PENG
EVALUASIAN &

PENGEN
DALIAN

SUBBAG
PEMANTAUAN &

PEMULIHAN

CAMAT

SUBBAG
PERBEND. RUTIN

SUBBAG
ANGGARAN

PEMBANGUNAN

SUBBAG
PEMBUKUAN

SUBBAG
PERBEND.

PEMBANGUNAN

SUBBAG
VERIFIKASI DAN

KAS

SUBBAG
ANGGARAN

RUTIN

SUBBAG
TATA USAHA

SUBBAG
RUMAH

TANGGA &
PROTOKOL

SUBBAG
PERLENGKAP
AN & SANTEL

SUBBAG
KEARSIPAN

SUBBAG
KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUBBAG
AGAMA,

PENDIDIKAN &
KEBUDAYAAN

SUBBAG
PEMUDA &

OLAH RAGA

SUBBAG
PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

SUBBAG
PEREKONOMIAN

SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM &

PENGENDALIAN

SUBBAG
DANA

REVOLVING

SUBBAG
EVALUASI &
PELAPORAN

SUBBAG
KEHUMASAN

SUBBAG
MEDIA

PENERANGAN

SUBBAG
PENERANGAN

LANGSUNG

SUBBAG
PROGRAM &
PENG. DATA

KEHUMASAN

KETUAKETUAKETUAKETUA DPRDDPRDDPRDDPRD

SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DEWANDEWANDEWANDEWAN

BAGIAN
UMUM

SUBBAG
TATA

USAHA

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERLENGKA

PAN

BAGIAN
PERSIDANG

AN

SUBBAG
RAPAT

SUBBAG
RISALAH

SUBBAG
PERPUSTAK

AAN

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2001
TANGGAL : 4 JANUARI 2001



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
TANAMAN TAHUNAN

SEKSI
BAHAN TANAMAN

SUB DINAS
BINA PRODUKSI

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG
PERLENGKAPAN

SUB DINAS
PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI
TANAMAN SEMUSIM

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
BINA USAHA TANI

SEKSI
PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

SEKSI
BIMBINGAN USAHA

SEKSI
PERIZINAN

SEKSI
SUMBER DAYA

SEKSI
ALAT DAN MESIN

SEKSI
KONSERVASI TANAH

DAN AIR

SEKSI
PENGENDALIAN ORGANISME

PENGGANGGU TANAMAN

SEKSI PENGAMATAN &
PERAMALAN ORGANISME

PENGG. TANAMAN

SEKSI
SARANA PERLINDUNGAN

TANAMAN

CABANG DINAS
- MUARA RUPIT
- RAWAS ILIR
- TUGUMULYO
- MUARA KELINGI

UPTD PERLINDUNGAN
TANAMAN BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SUB DINAS
BINA PENYULUHAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKSI
TATA PENYULUHAN

SEKSI
KELEMBAGAAN, TENAGA

DAN SARANA PENYULUHAN

SEKSI
DEVERSIFIKASI DAN

INTENSIFIKASI

SEKSI REHABILITASI DAN
PERLUASAN

SUBBAG
PERENCANAAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL

BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
SUMBER HAYATI

SEKSI
PRODUKSI

SUB DINAS
PERIKANAN

SUBBAG
UMUM

KEPEGAWAIANSUBBAG KEUANGAN
SUBBAG

PERENCANAAN
PROGRAM

SUB DINAS PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

DAN PENYULUHAN

SEKSI
SARANA/PRASARANA

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
PETERNAKAN

SEKSI PENYEBARAN
DAN PENGEMBANGAN

SEKSI
KESEHATAN HEWAN

SEKSI
PRODUKSI

SEKSI
KELEMBAGAAN

SEKSI
LITBANG

SEKSI
PENYULUHAN

CABANG DINAS
1. MUARA KELINGI
2. TUGUMULYO
3. MEGANG SAKTI
4. RUPIT

UPTD

1. PASAR HEWAN
2. RPH
3. BALAI BENIH IKAN
4. SP3

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI
RAWAS.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SUB DINAS
PROGRAM

SEKSI
PERENCANAAN

SEKSI DATA

SEKSI EVALUASI
DAN PELAPORAN

SUB DINAS BINA USAHA

SEKSI
PERIZINZN DAN
PERMODALAN

SEKSI
INFORMASI PASAR

SEKSI
PENG. HASIL DAN

PEMASARAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PENANGGULANGAN

BENCANA DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

SEKSI
POLISI HUTAN

SUB DINAS
KEAMANAN DAN

PENYULUHAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG UMUM
DAN

PERLENGKAPAN

SUB DINAS
PROGRAM

SEKSI
TANAMAN SEMUSIM

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN

SEKSI
HUTAN TANAMAN

KEMASYARAKATAN

SEKSI
HUTAN RAKYAT

SEKSI
PENGHIJAUAN

SEKSI
REHABILITASI HUTAN

SEKSI
PERENCANAAN HUTAN DAN

EVALUASI

SEKSI INVENTARISASI,
PENGUKURAN DAN

PERPETAAN

SEKSI
PENGUKUHAN DAN

PENATAGUNAAN HUTAN

CABANG DINAS
- TERAWAS
- RUPIT
- BINGIN TELUK
- MUARA KELINGI

UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SUB DINAS
PRODUKSI DAN
PERKEBUNAN

SEKSI
IURAN DAN RETRIBUSI HASIL

HUTAN

SEKSI
PRODUKSI

SEKSI
PEREDARAN HASIL HUTAN

SEKSI PENGUJIAN HASIL
HUTAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PERTAMBANGAN ENERGI

ALTERNATIF

SEKSI
PERIZINAN DAN

PENGAWASAN MIGAS DAN
KELISTRIKAN

SUB DINAS
MIGAS DAN ENERGI

PENYULUHAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN DAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM
DAN

PKEPEGAWAIAN

SUB DINAS
PROGRAM DAN INFORMASI

SEKSI
PEMANTAUAN MIGAS DAN

JASA PENUNJANG

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS PERTAMBANGAN
UMUM

SEKSI
PENGAWASAN DAN

BIMBINGAN PERTAMBANGAN

SEKSI
PERIZINAN PERTAMBANGAN

SEKSI
PENGUSAHAAN

PERTAMBANGAN

SEKSI
PROMOSI DAN INVESTASI

SEKSI PERENCANAAN,
ANALISA DAN EVALUASI

SEKSI
PENGOLAHAN DATA

STATISTIK

UPTD MUARA BELITI UPTD MUARA KELINGI
BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
GEOLOGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

SEKSI
GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

SEKSI
PENGELOLAAN SUMBER

DAYA MINERAL

SEKSI
PENGELOLAAN AIR

SEKSI INVENTARISASI DAN
SURVEY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN MUSI
RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SEKSI
HUKUM DAN PERUNDANG-

UNDANGAN

UPTD SURULANGUN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
KETERTIBAN DAN

KEAMANAN

SEKSI
PENDAPATAN

SUB DINAS
PENGELOLAAN PASAR

PENYULUHAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG PROGRAM
DAN PELAPORAN

SUBBAG UMUM
DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
KEBERSIHAN DAN
PEMELIHARAAN

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS KOPERASI

SEKSI
BINA LEMBAGA KOPERASI

DAN PKM

SEKSI
BINA USAHA KECIL &

MENENGAH

SEKSI
BINA USAHA KOPERASI

CABANG DINAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
PERINDAG

SEKSI
INDUSTRI KIMIA, AGRO &

HASIL HUTAN

SEKSI
INDUSTRI LOGAM, MESIN,

ELEKTRONIK & ANEKA

SEKSI
BARANG KERAJINAN

SEKSI USAHA PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SEKSI METROLOGI,
PERLINDUNGAN KONSUMEN

& PERSAINGAN SEHAT

SEKSI
FASILITAS PEMBIAYAAN DAN

SIMPAN PINJAM



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
ANGKUTAN DARAT

SEKSI
LALU LINTAS DARAT

SUB DINAS
LLAD DAN KERETA API

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN DAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM
DAN

KEPEGAWAIAN

SUB DINAS
POSTEL DAN PERHUBUNGAN

UDARA

SEKSI
PRASARANA DARAT

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SEKSI
PERHUBUNGAN UDARA

SEKSI
POS DAN TELEKOMUNIKASI

UPTD PENGUJIAN UPTD PELABUHAN
SUNGAI BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
LALU LINTAS ANGKUTAN

JALAN

SEKSI
LALU LINTAS JALAN

SEKSI
ANGKUTAN JALAN

SEKSI
PRASARANA JALAN

SEKSI KESELAMATAN DAN
TEKNIK SARANA

UPTD PERPAKIRAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SEKSI
KESELAMATAN DAN TEKNIK

SARANA

UPTD
TERMINAL

UPTD LAPANGAN
TERBANG

UPTD DAL.OPS



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PENYULUHAN

SEKSI
AKOMODASI DAN TEMPAT

HIBURAN

SUB DINAS USAHA SARANA
PARIWISATA

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERLENGKAPAN

SUBBAG UMUM
DAN

KEPEGAWAIAN

SUB DINAS
KEBUDAYAAN

SEKSI
RUMAH MAKAN DAN BAR

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS OBYEK WISATA

SEKSI
PENGEMBANGAN DAN

PROMOSI WISATA

SEKSI
REKREASI DAN ANEKA

HIBURAN

SEKSI
OBYEK WISATA

SEKSI
PELSTARIAN PENINGGALAN

SEJARAH

SEKSI PROMOSI & PENTAS
BUDAYA

SEKSI
BINA BUDAYA

SEKSI LINGKUNGAN DAN
PERIZINAN BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
PROGRAM

SEKSI
PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI
DATA DAN POTENSI

SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN PEMUDA

SEKSI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SUB DINAS
DIKLUSPORA

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN DAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM
DAN

PKEPEGAWAIAN

SUB DINAS
PERENCANAAN

SEKSI
PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN OLAH RAGA

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS SLTP, SMU, SMK

SEKSI
TENAGA TEKNIS

SEKSI
SARANA

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
MONITORING DAN EVALUASI

SEKSI PENYUSUNAN
PROGRAM

SEKSI
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

UPTD SKB (SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR) BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
TK, SD, MI

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
SARANA

SEKSI
TENAGA TEKNIS

SEKSI SEKOLAH SWASTA

CABANG DINAS :
- DISETIAP KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SEKSI SEKOLAH SWASTA



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PENYEHATAN MAKANAN DAN

MINUMN/TPM

SEKSI
FARMASI

SUB DINAS PELAYANAN
KEPARMASIAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG UMUM DAN
PERLENGKAPAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUB DINAS
PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PROGRAM

SEKSI
PROMOSI KESEHATAN

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS PELAYANAN
KESEHATAN

SEKSI
KESEHATAN KELUARGA DAN

REPRODUKSI/IMUNISASI

SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN

RUJUKAN RUMAH SAKI

SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN

DASAR

SEKSI
REGISTRASI DAN AKREDITASI

SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN

SEKSI
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
PENELITIAN/PENGEMBANGAN

UPTD BALAI LITBANG
KESEHATAN

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS PEMBERANTASAN
PENYAKIT MENULAR DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI
PENGAMATAN EPIDEMILOGI

IMUNISASI DAN KESEHATAN MATRA

SEKSI
PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN

TTU

SEKSI PENYEHATAN AIR DAN
PENGAMATAN LIMBAH

UPTD GUDANG
FARMASI

SEKSI GIZI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

UPTD BALAI DIKLAT UPTD PUSKESMAS UPTD LABKESDA UPTD SEKOLAH
KLESEHATAN

SEKSI
KESEHATAN SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI
INFORMASI KESEHATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
MUSI RAWAS.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002KEPALA DINAS

WAKIL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

1. PENGANTAR KERJA
2. PEGAWAI

PERANTARA
3. PENGAWAS

KETENAGAKERJAAN
4. PENGGERAK

SWADAYA
MASYARAKAT

5. INSTRUKTUR
LATIHAN KERJA

BAGIAN
TATA USAHA

SUBBAG
PROGRAM

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SEKSI INFORMASI
PASAR KERJA (IPK)

SUBDIN PELATIHAN
DAN PRODUKTIFITAS

SUBDIN PERLINDUNGAN
DAN PENGAWASAN TENAGA

KERJA

SUBDIN
TRANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN
KERJA

SUDBIN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KERJA

SEKSI USAHA
MANDIRI DAN

TEKNOLOGI TEPAT
GUNA

SEKSI PELATIHAN DAN
PEMAGANGAN

SEKSI PEMBINAAN
INSTRUKTUR DAN

SERTIFIKASI

SEKSI
BIMBINGAN DAN
PRODUKTIFITAS

SEKSI PENGUPAHAN DAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA

SEKSI ORGANISASI
PENGUSAH/PEKERJA DAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEKERJA

SEKSI PENGAWASAN
PERLINDUNGAN NORMA

KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI PENYIAPAN PENTAAN
KAWASAN TRANSMIGRASI

SEKSI INFORMASI TRANS
DAN PERPINDAHAN

PENDUDUK

SEKSI PENGEMBANGAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT

SEKSI PENINGKATAN SUMBER
DAYA MANUSIA

UPTD LOKA LATIHAN
KERJA

UPTD UNIT PEMUKIMAN
TRANSMIGRASI BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL

BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGEMBANGAN KERJA
SAMA LINTAS SEKTORAL

SEKSI
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA EKONOMI

SUB DINAS PEMBERDAYAAN
PENDUDUK DAN KELUARGA

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG UMUM DAN
PERLENGKAPAN

SUB DINAS ANALISIS
PROGRAM

SEKSI
PEMBINAAN PENDUDUK USIA

RENTAN

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI
MUTASI PENDUDUK

SEKSI
PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

SEKSI
PELAYANAN CATATAN SIPIL

SEKSI PENGEMBANGAN
KETAHANAN KELUARGA

SEKSI
PENYAJIAN DATA DAN

INFORMASI

SEKSI
ANALISA DAN EVALUASI

SEKSI
PENGOLAHAN DATA

UPTD SIMDUK

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
MUSI RAWAS.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 JANUARI 2002

SEKSI
INFORMATIKA

SUBBAG
PELPORAN &

DOKUMENTASI



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL

BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
BAGI HASIL BUKAN PAJAK

SEKSI
BAGI HASIL PAJAK

SUB DINAS
DANA PERIMBANGAN

SUBBAG
KEUANGAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGANSUBBAG
UMUM DAN

PERLENGKAPAN

SUB DINAS
PERENCANAAN, PEMBUKUAN DAN

PENGAWASAN

SEKSI
PINJAMAN DAERAH

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN

SEKSI
PENGAWASAN

SEKSI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN PENDAPATAN

CABANG DINAS
U P T D DISETIAP

KECAMATAN
BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SEKSI
PERTIMBANGAN DAN

KEBERATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SEKSI
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN PENGKAJIAN
PENDAPATAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL

BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGUJIAN

SEKSI
PERENCANAAN

SUB DINAS
PROGRAM

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
UMUM

SUB DINAS
PEMELIHARAAN

SEKSI
PERIZINAN

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS PEMBANGUNAN

SEKSI
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI
PENINGKATAN PEMB.

JEMBATAN

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN

SEKSI
PEMELIHARAAN JEMBATAN

SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN

CABANG DINAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SEKSI
PERALATAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI
PERUMAHAN

SUB DINAS
PERUMAHAN DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG UMUM DAN
EVALUASI

SUB DINAS
KEBAKARAN

SEKSI
KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
BANGUNAN

SEKSI PENGAWASAN
PROGRAM

SEKSI
IZIN BANGUNAN

SEKSI
TATA BANGUNAN

SEKSI
PENYULUHAN MASYARAKAT

SEKSI
LABORATORIUM

SEKSI
PEMADAM KEBAKARAN

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
TATA RUANG

SEKSI
SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN PENY.

PROGRAM

SEKSI
PERIZINAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PU CIPTA KARYA
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

CABANG DINAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL
BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
UMUM

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUB DINAS
PEMBANGUNAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB DINAS
OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

SEKSI
P3A

SEKSI
PEMELIHARAAN

SEKSI OPERASI

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN

PENINGKATAN

SEKSI PERENCANAAN TEKNIK

SEKSI
REHABILITASI

CABANG DINAS
UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB DINAS
BINA MANFAAT

SEKSI
PERIZINAN

SEKSI
PENYULUHAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PU PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA DINASDINASDINASDINAS

WAKILWAKILWAKILWAKIL

BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENYANDANG CACAT

SEKSI
REHABILITASI TUNA SOSIAL

SUB DINAS
BINA REHABILITASI SOSIAL

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
UMUM DAN

PERLENGKAPAN

SUB DINAS BINA
ORGANISASI & BANTUAN

SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI ANAK NAKAL

& KORBAN NARKOTIKA

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SUB DINAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI
PEMBINAAN KARANG

TARUNA

SEKSI
PEMBINJAAN

KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT ADAT

SEKSI
PENYULUHAN DAN
BIMBINGAN SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI PELAYANAN

LANJUT USIA

SEKSI PEMBERDAYAAN
ORGANISASI SOSIAL

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI
PENANGGULANGAN

BENCANA

CABANG DINAS :
UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SEKSI
PEMBINAAN KEPAHLAWANAN

DAN KEPEJUANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN
SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SUBBAG
PROGRAM DAN

EVALUASI

SEKSI PEMBERDAYAAN DANA
MASYARAKAT



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA
SEKRETARIAT

SUB BIDANG
KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

SUB BIDANG
PENDIDIKAN

BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA

SUBBAG
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN

BIDANG FISIK DAN
PRASARANA

SUB BIDANG
KEPENDUDUKAN

DAN KESRA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DUNIA

USAHA & INVESTASI

SUB BIDANG
PERDAGANGAN DAN

KOPERASI

SUB BIDANG
INDUSTRI DAN

PERTAMBANGAN

SUB BIDANG
PERTANIAN,

PERKEBUNAN

SUB BIDANG
PENGAIRAN

SUB BIDANG
PERHUBUNGAN

SUB BIDANG
TATA RUANG DAN TGT

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BIDANG ANALISA DATA
DAN PELAPORAN

SUB BIDANG
PENGOLAHAN DAN

ANALISA DATA

SUB BIDANG
STATISTIK DAN
DOKUMENTASI

SUB BIDANG
LAPORAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

BIDANG
P M D

SUB BIDANG
PROGRAM

SUB BIDANG
PENGENDALIAN &

PENGAWASAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA

SEKRETARIAT

SUB BIDANG
UMUM

SUB BIDANG
KEUANGAN

BIDANG KEUANGAN
DAN UMUM

SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM &
PELAPORAN

SUBBAG
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMBANGUNAN,
PEREKONOMIAN

DAN KESRA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PEMERINTAHAN
DAN KEPEGAWIAN

SUB BIDANG
AGRARIA

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN

SUB BIDANG
PROYEK-PROYEK

PROGRAM BANTUAN

SUB BIDANG
PEMBANGUNAN

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS.

SUB BIDANG
PEREKONOMIAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BIDANG

PERUSAHAAN DAERAH

SUB BIDANG
PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SUB BIDANG
PEMBINAAN

KEPEGAWAIAN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA

SEKRETARIS

SUB BIDANG
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

SUB BIDANG
DIKLAT STRUKTURAL

BIDANG
DIKLAT DAN

PENGEMBANGAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
EPEGAWAIAN

BIDANG DOKUMENTASI
KESEJAHTERAAN &

INFORMASI KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PENGADAAN & MUTASI

PEGAWAI

SUB BIDANG
PENGANGKATAB DAN

PENEMPATAN

SUB BIDANG
PENGADAAN

SUB BIDANG
PEMELIHARAAN & PENYAJIAN

INFO

SUB BIDANG
PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB BIDANG
PELAYANAN

KESEJAHTERAAN & JAMINAN
SUB BIDANG

PENGEMBANGAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SUB BIDANG
MUTASI

SUBBAG
UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BIDANG
PEMBERHENTIAN & PENSIUN

SUB BIDANG
PENYELESAIAN HUKUMAN

DISIPLIN

SUB BIDANG
PEMBERHENTIAN

SUB BIDANG
PEMBERIAN PENSIUN



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA KANTORKANTORKANTORKANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENDAYAGUNAAN

TEKNIK TEPAT GUNA

KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK
JABATANJABATANJABATANJABATAN

FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL

SEKSI
KETAHANAN

MASYARAKAT

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SEKSI
SOSIAL BUDAYA

SEKSI
USAHA EKONOMI

PRODUKTIF



KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA KANTORKANTORKANTORKANTOR

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
PENANGGULANGAN
MASALAH AKTUAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
KESIAGAAN DAN

HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN MUSI
RAWAS.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

SEKSI
KESATUAN BANGSA

SEKSI
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT



DIREKTURDIREKTURDIREKTURDIREKTUR

SEKRETARIS

SUB BIDANG ASUHAN
KEPERAWATAN

SUB BIDANG PROFESI/SDM
KEPERAWATAN

BIDANG PERAWATAN

SUBBAG KEUANGANSUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN

HUMAS

BIDANG REKAM MEDIK
PERENCANAAN DAN DIKLAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN

SUB BIDANG ANALIKSA &
PENDAYAGUNAAN SARANA)

SUB BIDANG PENGENDALIAN
PELAYANAN MEDIK

SUB BIDANG REKAM MEDIK
DAN PROMOSI KESEHATAN

SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN EVALUASI

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SUB BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHANSUB BIDANG LOGISTIK

KEPERAWATAN
SUB BIDANG PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

SUBBAG
UMUM &

PERLENGKAPAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI
RAWAS.

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2002
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

KEPALAKEPALAKEPALAKEPALA KANTORKANTORKANTORKANTOR

SEKRETARIAT

SEKSI PENGAWALAN DAN
LALU LINTAS

SEKSI PENGAMANAN PERDA
DAN PERIZINAN

SUB DINAS SIAGA DAN
KETENTRAMAN

SUBBAG KEUANGANSUBBAG
KEPEGAWAIAN

SUB DINAS DIKLAT DAN
KESAMAPTAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB DINAS KETRTIBAN

SEKSI PPNS DAN PPP (PROVOS)

SEKSI OPERASI

SEKSI PERENCANAAN DAN
SDM

SEKSI PENYULUHAN

BUPATI MUSI RAWAS

SUPRIJONO JOESOEF

SEKSI PENGEMBANGAN
PENDIDIKANSEKSI TATA UPACARASEKSI PENJAGAAN

LINGKUNGAN

SUBBAG
UMUM
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